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ABSTRACT

The height of needs level on transportation facility of motor cycle for one
side and the lack of capability of purchase power of our most community to buy
in cash on the other side, makes the hire purchase company is so interested by
people.

So far, the hire purchase agreement is not known in Civil Law
(KUHPerdata), which is known is registry agreement and purchase and sale
agreement. Practically, the needs emerge to create a new businnes that is a

combination of registry and purchase-sale agreement by the name of “Hire
Purchase Agreement”,

The objective of this research is, to know the implementation practice and
the legal case emerge in hire purchase agreement, considering that there is no
regulation that rule particularly about hire purchase agreement in Indonesia up to
now. 5

In this research was used juridica] empiric approach by using secondary
data and primary data, which is thén analyzed by using qualitative analysis
technique.

The reseach results indicated that :

0 Hire purchase is always made in written by using contract standard.

0 The clauses in contract standard used in hire purchase are unjust, that is,
harm the consumer or buyer that is up to now not controlled yet by
government. :

0 It’s the time for government to interfere in controlling the contract
standard to anticipate the exploitation of the strong side (in economic) to
the weak side (in economic). '

It can be concluded that the hire purchase company is an alternative for
getting miotorcycle for people that is incapable to buy in cash, but as the legal
institute used by poor people, so it is necessary to be strived a legal protection for
consurmer.
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INTISARI

Tingginya tingkat kebutuhah akan sarana transportasi kendaraan sepeda
motor disatu pihak dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar
masyarakat Kita untuk membeli secara tunai di satu pihak, membuat lembaga
sewa beli begitu banyak diminati oleh masyarakat.

I

Selama ini perjanjian sewa beli tidak dikenal di dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dikenal adalah perjanjian sewa menyewa
dan perjanjian jual beli. Di dalam praktek timbul kebutuhan untuk menciptakan
kegiatan usaha baru yang merupakan kombinasi dari perjanjian sewa menyewa
dan jual beli dengan nama “Perjanjian Sewa Beli”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan serta
permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian sewa beli mengingat belum

adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang

perjanjian sewa beli di Indonesia hingga saat ini.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris dengali
menggunakan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis kualitatif,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

O Sewa Beli selalu dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan
perjanjian baku (contract standard).

0 Klausula-klausula dalam perjanjian baku yang dipergunakan dalam sewa
beli bersifat berat sebelah, yaitu banyak merugikan pihak
konsumen/pembeli yang hingga saat ini belum ditertibkan oleh
pemerintah. ’

0 Sudah saatnya pemerintah campur tangan untuk menertibkan perjanjian
baku guna menghindari eksploitasi dari pihak yang kuat (ekonominya)
terhadap pihak yang lemah (ekonominya).

Dapat disimpulkan bahwa, lembaga sewa beli merupakan alternatif guna
memperoleh kendaraan sepeda motor bagi masyarakat yang tidak mampu untuk
membelinya secara tunai, namun sebagai lembaga hukum yang dipergunakan oleh
masyarakat ekonomi lemah maka perfu diupayakan perlindungan hukum bagi para
konsumen,

i
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

KUHPerdata kita sudah berusia lebih dari seratus lima puluh tahun,
dihitung dari saat kelahirannya pada tahun 1848. Aturan peralihan dalam

Pasal II Undang-undang Dasar 1945 memberi kesempatan untuk masih

- mempergunakan perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda,

termasuk Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sepanjang
tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945.

Perjalanan waktu dan pembangunan bangsa yang berkesinambungan,
mendorong diadakannya pembaharuan hukum perdata, namun karena
berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, darlla dan
waktu, pembaharuan itu berlangsung sangat lamban.

Perkembangan perekonomian Indonesia diikuti pula oleh
perkembangan berbagai bentuk transaksi, misalnya: sewa beli, sewa guna
usaha (leasing), dan jual beli al;gsuran. Hal ini terjadi karena konsumen
memiliki dana atau kemampuan yang terbatas untuk membeli secara tunai.

Pembelian barang bergereilk, misalnya sepeda motor, dengan sistem
sewa beli dipandang sangat memibantu pembeli karena cara pembayarannya
dapat disesuaikan dengan kemiampuan keuangan mercka untuk dapat
memiliki barang yang diinginkan tersebut. Sistem ini menawarkan cara

pembayaran uang muka, sedangkan sisa harga diangsuran dalam beberapa

(GFT-7USTAK-UNBIP




kali, dalam jangka waktu yang relatif panjang. Inilah yang menyebabkan
lembaga sewa beli semakin popﬁler di masyarakat kita, tanpa terpikirkan
persoalan-persoalan hukum yang;mungkin timbul.

Kota Bandar Lampung qdalah ibu kota prosinsi Lampung dengan
pertumbuhan jumlah penduduk, ekonomi, industri dan perdagangan cukup
pesat. Penduduknya pun tidak hanya asli orang Lampung melainkan juga
berasal dari berbagai suku atau pulau lain yang ada di Indonesia, seperti dari
Pulau Jawa, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Bali, dan sebagainya.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka terjadi pula
peningkatan terhadap salah satu kebutuhan yang cukup mendasar dari setiap
manusia, yaitu sarana transportasi yang murah, efektif dan efisien. Untuk
memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi, khususnya kendaraan sepeda
motor, di kota Bandar Lampung banyak dijumpai dealer-dealer kendaraan,
termasuk diantaranya kendaraan sepeda motor dari berbagai merek.

Banyaknya dealer atau toko yang menjual kendaraan, khususnya
sepeda motor di Kota Bandar Lampung di satu pihak dan rendahnya daya
beli masyarakat di lain pihak rhembuat persaingan usaha diantara para
penjual kendaraan sepeda motor semakin ketat, sehingga para penjual
berusaha mencari terobosan-terobosan guna mempertahankan peningkatan
penjualan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Dengan berbagai kemudahan yang dijanjikan oleh perusahaan atau
toko tersebut kepada masyarakat menyebabkan timbulnya minat dari

masyarakat untuk membeli, yang walaupun masyarakat tidak memiliki vang




yang cukup untuk membayar secara tunai. Salah satu altenatif yang
ditawarkan oleh dealer atau penjual adalah dengan me;lalui sistern sewa beli.
Melalui sistem ini masyarakat menengah dapat mewujudkan keinginannya
untuk membeli kendaraan sepeda motor tanpa harus membayar harga
pembelian secara kontan, yang dinilai memberatkanya. Dengan sistem ini
pula pengusaha atau toko dapat menentukan besarnya juinlah angsuran
pengembalian dan lamanya jangka waktu angsuran dan syarat-syarat
perjanjian, yang dalam praktek ditentukan secara sepihak oleh penjual.

Umumnya perjanjian sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku
(standard contract) yang mengikat penjual barang dan pembeli. Klausula-
klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak
penjual tanpa melibatkan pihak calon penyewa beli, dan penyewa beli
tinggal menandatanganinya saja.. Penyewa beli beli yang membutuhkan
kendaraan sepeda motor harus menerima dan memenuhi klausul-klausul
yang dipersiapkan oleh penjual. Qalon penyewa beli yang tidak menyetujui
klausul-klausul dalam perjanjianl tersebut akan menanggung resiko tidak
memperoleh kendaraan sepeda mﬁtor yang diinginkan.

Pranata jual beli angsuran, sewa beli (hire purchase) dan sewa guna
usaha  (leasing) merupakan pranata hukum  perjanjian  yang
perkembangannya didasarkan pada “kebebasan berkontrak” sebagai asas
pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal

1320 KUHPerdata.




Secara khusus perundang-undangan yang melandasi pranata jual beli
tunai dan pranata sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar
hukum yang diatur dalam KUHPerdata, yang dalam KUHPerdata
dikelompokkan sebagai perjanjian bernama. Sedangkan pranata jual beli
angsuran dan pranata sewa beli, dimasukkan dalam perjanjian tak bernama
(Pasal 1319 KUHPerdata).

Sistem Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) juga memungkinkan para
pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur
dalam KUHPerdata, KUHD atau undang-undang lain." Untuk perjanjian-
perjanjian ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata, berlaku
KUHPerdata Buku Il Bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya,
Bab Il tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau
persetujuan dan Bab IV tentang hgpusnya perikatan-perikatan,

Sistem yang dipergunakan oleh KUHPerdata adalah sistem terbuka,
artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti yang tercantum
dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat
mengadakan perjanjian-perjanjian yangb sama sekali tidak diatur dalam
KUHPerdata maupun KUHD atdu undang-undang lain. Namun k;:tentuan-

ketentuan umum dalam Buku I1I Bab I s/d IV KUHPerdata tetap berlaku.

1

Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertenty, Sumur
Bandung, Bandung, 1964, hal.10.




Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut maka lahirlah
pranata sewa beli sebagai terobosan dari pranata jual beli tunai dan
merupakan variant dari jual beli angsuran dan sewa menyewa,’

Meskipun berdasarkan ketentuan undang-undang sewa beli belum
diatur dalam KUHPerdata maupun KUHD, namun pemerintah ternyata telah
memberikan adanya peraturan lewat perangkatnya yang bgmpa surat
keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Menteri Perdagangan dan Koperasi pada tahun 1980 telah
mengeluarkan  Surat Keputus;an tentang Sewa Beli yaitu SK.
Menperindagkop No.34/KP/11/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa
Beli. Namun surat. keputusan itu sesungguhnya hanya mengatur masalah
perijinan perusahaan yang bergerak pada usaha Sewa Beli.

Selain SK Menperindaglq;op No.34 tahun 1980 terscbut, Menteri
Perdagangan telah mengeluarkan Surat EBdaran dan Surat Pengantar
sehubungan dengan izin usaha Sesava Beli. Surat Edaran Direktur Bina Usaha
Perdagangan No.408/Binus-3/1X/85 tertanggal 27 September 1985 perihal
Permohonan Izin Usaha Sewa Beli (Hi;;e Purchase). Disusul lagi dengan
surat No.719/Binus-3/VII/1986 tertanggal 8 Agustus 1986 yang
memperjelas tentang izin usaha Sewa Beli juga pengertian Sewa Beli (Hire

Purchase) dan Jual Beli Angsuran yang didasarkan pada SK

2 8ri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat
dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Alumni, Bandung, 2000, hal.3.




No.34/Kp/11/80. Di sini ditegaskan bahwa sewa beli (Hire Purchase) adalah
jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan
cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli
sebagai pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan
diikat dalam svatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru

beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas

oleh pembeli kepada penjual.

Pada perjanjian jual beli angsuran dengan pembayaran pertama dan
diikuti penyerahan barang maka hak milik langsung beralih kepada pembeli,
sehingga pembeli langsung menjadi pemilik dengan pcnyeraﬁan barang
tersebut meskipun pembayaran belum lunas.

Dalam perjanjian di mana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan
dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (standaard contract —
standard contract) maka posisi hukum (recht Dpositie — kedudukan hukum)
pembeli tidak leluasa atan bebas dalam mengutarakan _kehendak. Hal ini bisa

] tell'jadi karena pembeli tidak mémpunyai kekuatan menawar (bargaining
| power).3

Dalam standard form contract pembeli disodori perjanjian dengan
Syarat-syarat yang ditetapkan sendiri olch penjual, sedangkan pembeli hanya

dapat mengajukan perubahan pada hak-hak tertentu, umpamanya tentang

3 Ibid., hal.7.




harga, tempat penyerahan barang dan tata cara pembayaran, di mana hal
inipun bila dimungkinkan oleh penjual.

Tentang hal-hal essensial dalam perjanjian, umpamanya mengenai
pembatalan perjanjian, cara penyelesaian perselisihan, resiko perjanjian,
tidak dapat ditawar lagi. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah tentang
Syarat-syarat dalam perjanjian baku.

Pada umumnya dalam perjanjian baku hak-hak penjual lebih
menonjol dibandingkan hak—hak; pembeli, karena pada umumnya syarat-
syarat atau klausul bagi pembéli merupakan kewajiban-kewajiban saja.
Sehingga dengan demikian antara hak-hak dan kewajiban antara penjual dan
pembeli tidak seimbang. |

Kebebasan berkontrak akhimya menjurus kepada penekanan oleh
pihak penjual kepada pembeli. Oleh karena itn, untuk memberi
perlindungan hukum kepada pembeli, perlu adanya pembatasan kebebasan
berkontrak. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah guna melindungi
pihak yang lemah, dalam hal inj pembeli, melalui peratﬁran perundang-
undangan. Hal tersebut penting mengingat pranata sewa beli, khususnya
sewa beli kendaraan sepeda motor menyangkut kepentingan rakyat banyak
dan pembangunan ekonomi.

Banyak negara telah mengatur pranata sewa beli di dalam suatu
undang-undang. Misalnya Belanda memasukkan pada tahun 1936 dalam
BW lama Belanda. Begitu juga dalam BW Belanda yang baru diundangkan

1 Januari 1992. Inggris mengtur hal yang sama dalam Hire Purchase Act




1965, New South Wales dalam Hire Purchase Act 1964, Malaysia dalam
Hire Purchase Act 1967, Singapura dalam Hire Purchase Act 1969, India
dan Srilanka dengan Hire Purchase Act 1972, New Zealand dengan Hire
Purchase Act 19711

Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan
bahwa lembaga sewa beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya
memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan terburuk selama masa
kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk kepentingan penjual
sendiri. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang menggunakan lembaga
sewa beli dalam praktek pelaksanaannya sering mengakibatkan timbulnya
masalah di pihak pembeli.

Apabila praktek perjanjian sewa beli yang sekarang ini terus
dibiarkan berlangsung, tanpa tindakan untuk menertibkan, maka akan
menghasilkan suatu  kemunduran dalam pembangunan hukum dan
pembangunan ekonomi. |

Dalam praktek sewa beli ini memang diperbolehkan, karena hukum
perjanjian dalam KUHPerd_ata kita ménganut sistem terbuka atau azas
kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,

* Ibid. hal 8.




Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung
persoalan cara memberikan jalan keluar apabila pihak penjual rﬁenghadapi
banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya, tetapi calon-calon

pembeli itu tidak mampu mcmbafzar harga barang-barang sekaligus. Penjual

bersedia untuk menerima bahwa harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi

ia memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum harganya dibayar lunas)
tidak akan dijual oleh si pembeli. Sebagai jalan keluar di ketemukan suatu
macam perjanjian dimana selamafharga belum dibayar lunas itu si pembeli
menjadi penyewa dahulu dari bare:mg yang ingin dibelinya.’

Pembeli dengan di jadikah sebagai “penyewa”, maka si pembeli itu
terancam oleh hukum pidana, apabila ia sampai berani menjualnya. Dengan
perjanjian seperti itu kedua belah pihak tertolong, artinya pembeli dapat
mengangsur harga yang ja tak mampu membayarnya secara tunai dan
seketika dapat menikmati barangnya. Sedangkan dilain pihak, penjual
merasa aman karena barangnya tidak akan di hilangkan oleh si pembeli
selama harganya belum lunas dibayar, (karena ada ancaman pidana).

R. Subekti mengemukakan, bahwa perjanjian sewa beli adalah suatu
ciptaan praktek (kebiasaan) yang sudah diakui oleh yurisprudensi malahan
di Nederlands sudah pula dimasukkan dalam BW dan di Inggris telah diatur
dalam suatu Undang-Undang tersendiri, yaitu Hire Purchase Act 1965, dan
di dalam Undang-Undang tersebut telah diberikan ketentuan-ketentuan

untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini penyewa, yaitu terhadap

3 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Banduhg, 1985, hal.52.




penyalahgunaan kekuasaan oleh si pemilik barang, antara lain dengan
menetapkan bentuk perjanjian. ¢ Di antaranya, harus satu perjanjian
memakai judul sewa beli tertulis, jadi tidak boleh berupa dua perjanjian jual
beli dan sewa menyewa.

Larangan bagi pemilik barang untuk mengambil lagi barangnya
begitu saja, bila di kemudian hari si penyewa menunggak pembayaran
apabila sudah lebih dari sepertiga harga telah diangsur sedang penuntutan
kembali harus lewat hakim. Penegesan tentang jumlah pembayaran pertama
sebelum perjanjian ditandatangani harué ada persetujuan dari si penyewa
sendiri. 1

Guna memahami secara menyeluruh tentang sewa beli, maka
perbedaan antara jual beli cicilan (koop op afvetaling) dengan sewa beli
harus dipahami, sehingga dapat rﬁcngetahui segi negatif dan positifnya, agar
dapat, menjadi bahan pcrtimbanéan sebelum menjatuhkan pilihan, apakah
akan membeli kendaraan sepeda;motor dengan perjanjian jual beli cicilan
ataukah perjanjian sewa beli.

Dalam perjanjian jual beli cicilan, ketika barang diserahkan kepada si
pembeli maka langsung menjadi hak milik. Hal ini berarti bahwa ia
mempunyai hutang kepada penjual, berupa harga atau sebagian harga dari
kekurangan yang belum dibayarnya. Dan begitu pembeli menerima

harganya, maka perjanjian jual beli cicilan ini mulai berlaku ’

S Ibid.

7 Ibid.,

hal 54.

10



Sama dengan jual beli, baik jual beli angsuran maupun sewa beli,
keduanya bertujuan pula untuk memindahkan hak milik atas suatu barang;
hanya saja di dalam sewa beli peralihan hak milik atas barang tersebut
ditangguhkan atau ditunda sampai dengan pembayaran yang terakhir atau
sampai dengan pihak pembeli melunasi harga barang tersebut.

Dalam jual beli dan jual beli angsuran, barang sudah menjadi milik
pembeli walaupun harganya bell.um dibayar atau dilunasi, sedangkan di
dalam sewa beli, selama harga barang belum dibayar lunas, pembeli hanya

bertindak sebagai peminjam/penyviewa atas barang yang dibelinya.

Cara pembayaran adalah hal yang membedakan jual beli tunai dari

jual beli angsuran. Di dalam jual beli tunai pembayaran dilakukan secara

kontan, sedangkan di dalam jual beli angsuran pembayaran dilakukan
dengan cara diangsur.

Menyoroti jual beli angsuran, pranata ini merupakan jawaban bagi
calon pembeli yang tidak cukup dananya pada saat mereka membutuhkan
sesuatu barang. Melalui pranata ini, barang yang dibutuhkan dan hak milik
atas barang tersebut dapat diperoleh sekaligus oleh konsumen, tanpa harus
membayar harganya sekaligus. Pada saat pembayaran pertama, terjadi dua
peristiwa secara bersama; secara de facto barang beralih dan secara de Jure
hak kepemilikan juga beralih.®

Sangat disayangkan, upaya untuk menjawab kepentingan pihak

pembeli dengan pranata jual beli angsuran ini kuralig memberikan

® 8ri Gambir Melati Hatta, Op.Cir., hal.12-13.
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perlindungan hukum bagi pihak penjual. Dengan pranata ini ternyata, hak
privilege (vide Pasal 1134 dan Pasal 1139 KUHPerdata) dan hak reklame
(vide Pasal 1145 KUHPerdata), yang dimiliki pihak penjual sama sekali
tidak dapat direalisasikan, dalam hal pembeli melalaikan kewajibannya
membayar angsuran (wanprestasi). Hal ini disebabkan karena barang dan
hak kepemilikan sudah beralih ke tangan pembeli pada saat pembayaran
pertama.g

Keadaan yang demikian itu, telah mendorong timbulnya suatu
bentuk perjanjian lain, yang diharapkan dapat menjawab kepentingan
pembali tanpa harus mengorbankan kepentingan penjual. Suatu bentuk
perjanjian baru yang dapat memberikan perlindungan hukum yang cukup
kepada penjual. Perjanjian yang‘;dimaksud adalah perjanjian sewa beli. Di
dalam pranata sewa beli, barang yang menjadi obyek perjanjian, dialihkan
dari penjual kepada pembeli, namun hak milik atas barang tersebut untuk
sementara tetap dipertahankan oleh penjual.

Dalam praktek, masyarakat masih mencampuradukkan antara
konsep jual beli angsuran dengan sewa beli, yang merupakan dua lembaga
hukum yang berbeda.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas penulis merasa
tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perjanjian sewa beli, dengan

judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN

SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

? thid., hal.13.
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1.2. PERUMUSAN MASALAH

Masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian
yang dilakukan mengenai prangta sewa beli ini mencakup beberapa hal
sebagai berikut : |
1. Bagaimana praktek pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan Sepeda

Motor di kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah perlindungén hukum bagi pihak pembeli dalam

petjanjian baku (standard contract) yang dipergunakan dalam perjanjian

sewa beli?

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan
perjanjian sewa beli kendaraan sepeda motor.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam
petjanjian baku (standard contract) yéng dipergunakan dalam perjanjian
sewa beli, baik dilihat dari syarat sahnya perjanjian maupun

perlindungan konsumen.
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1.4. KEGUNAAN PENELITIAN
Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dari dua sisi, yaitu dari
sisi teoritis maupun praktis. |
I. Dari sisis praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menj;:tdi sumber
informasi bagi para pihak, akademisi dan praktisi yang bersangkutan
dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli.
2. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi

pengembangan hukum perjanjian, khususnya perjanjian sewa beli.
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BAB NI
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tidak Bernama

Pasal 1319 KUHPerdata me!n_;/ebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu
perjanjian yang (oleh undang—und;ang) diberi suatu nama khusus, yang kita
sebut perjanjian bernama (benoemde atau nominaatcontacten) dan perjanjian
yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, yang
kita sebut perjnjian tak bernama (onbenoemde atau innominaat contracten)."®

Nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang diberikan olech
undang-undang, seperti: Jual-beli, Sewa-menyewa, Perjanjian Pemborongan,
Perjanjian Wessel, Perjanjian Asuransi dan lain-lain. Dan disamping undang-
undang memberikan nama tersendiri, undang-undang juga memberikan
pengaturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Dari contoh-
contoh tersebut nampak, bahwa perjanjian bernama tidak hanya terdapat di
dalam KUHPerdata saja, tetapi juga di dalam KUHD, bahkan di dalam
undang-undang tersendiri.

Pembedaan di antara perjanjian bemama dan perjanjian tak bernama
bukan dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang
timbul dalam praktek sehari-hari yang memakai/diberi nama tertentu dengan
yang tidak. Yang disebut perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian

yang diberi nama dan pengaturan secara khsus dalam Titel V sampai dengan

1% J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1, PT.Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1995, hal. 147.




Titel XIX Buku IIT KUHPerdata, dalam KUHD, dan di dalam perundang-

undangan yang lain. Jadi perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian

yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara
| khusus dalam undang-undang. Dengan demikian kita mengetahui bahwa
| perjanjian tak bernama adalah peljanjién—peljanjian yang belum mendapat
pengaturannya secara khusus dalam undang-undang. '!

Pembedaan sebagaimana diisebutkan dalam Pasal 1319 KUHPerdata
dimaksudkan untuk menjelaskan, bahwa ada perjanjian-perjanjian yang
hanya tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian, yaitu Titel I, II, TV
Buku III KUHPerdata, tetapi atasnya berlaku pula ketentuan-ketentuan
khusus, yang menyimpang dari kef;entuan umum.'?

Dengan demikian asas umumnya adalah, bahwa ketentuan umum —
Tetel 1, II, IV Buku IIl KUHPerdata berlaku untuk semua perjanjian, baik
perjanjian bernama maupun tidak bernama, sepanjang undang-undang pada
perjanjian bernama tidak memberikan suatu pengaturan tersendiri yang
menyimpang dari ketentuan umum. Di sini berlaku asas : Lex specialis
derogat lex generalis.

Perjanjian Sewa Beli tidak diatur dalam KUI-IPcrdata dan KUHD.

Oleh Karena itu perjanjian ini disebut dengan perjanjian tak bernama.'?

" Ibid., hal.149.

' Ibid., hal.150.

13 Wijono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Alumni,
Bandung, 1973, hal.10.
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2.2,

Dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian

sewa beli diserahkan kepada kesepakatan para pihak berdasarkan asas

kebebasan berkontrak.

Perjanjian Sewa Beli DiserahkaI;t kepada Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak aclialah refleksi dari perkembangan paham
persaingan bebas yang dipelopori‘ oleh Adam Smith dengan teori ekonomi
klasiknya yang mendasarkan perﬁikirannya pada ajaran hukum alam. Hal
yang sama menjadi dasar pemikiran paham kebebasan berkontrak yang
dianut Jeremi Bentham dalam bidang hukum. Manurut Jeremi Bentham para
pihak bebas untuk membuat kontrak. Utilitarianism dan teori klasik laissez
Jaire dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran
persaingan bebas. Keduanya percaya kepada individualisme sebagai nilai dan
mekanisme sosial; dan kebebasan berkontrak dianggap sebagai suatu prinsip
yang umum.'

Kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena
prinsip ini hanya dapat mencapai tujuan, yaitu mendatangkan kesejahteraan
seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang

seimbang. Dalam kenyataan hal tersebut sering tidak tercapai sehingga

' Sri Gambir Melati Hatta, Op.Cit., hal.122-123.
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negara menganggap perlu untuk turut campur tangan guna melindungi pihak
yang lemah."

Kebebasan berkontrak di Indonesia khususnya dalam hukum
perikatan berdasarkan pendapat salah satu pakar hukum Indon_esia, yaitu
Mariam Darus Badrulzaman yang mendasarkan pada pemikiran bahwa
dalam menyusun hukum perdata Nasional ditekankan pada adanya “Hukum
Perdata yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”
Lgbih jelas dikatakannya bahwa., “Hukum Perdata adalah hukum yang
mengatur kepentingan-kepentingan orang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945.” ‘

Dengan identitas ini d?pat ditemukan pemecaﬁan bagaimana
kebebasan berkontrak harus diberi warna dan isi sesuai dengan yang
dikehendaki Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.'¢

Apabila dilihat dari Panca?ila tentunya dengan ajaran keseimbangan,

keselarasan, dan keserasian yang mewarnai segi kehidupan bangsa Indonesia,

serta selalu dikembangkan adanya keadilan sosial bagi warganya.

2.2.1. Asas Konsensualitas dan Asas Kebebasan Berkontrak
Berbicara mengenai kata sepakat pastilah yang tergambar
dalam pikiran kita ialah adanya persesuaian pendapat antara para
pihak tanpa adanya paksaan. Dengan Kata lain, bahwa kata sepakat

tersebut harus diberikan secara bebas. Kata sepakat yang ternyata

' Ibid., hal.123,
' Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni,
Bandung, 1981, hal.123-124,
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kemudian diberikan secara khilaf atau karena adanya penipuan
merupakan sepakat yang cacat, Akibat hukum dari kata sepakat yang
cacat itu adalah pembatalan atas perjanjian tersebut.

Soebekti berpendapat bahwa asas konsensualitas mempunyai
arti yang terpenting yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah
cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok
dari perjanjian tersebut. ﬁ’erjanjian dan perikatan sudah dilahirkan
pada saat dicapainya consensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah
sah dan mengikat. Hal ini penting sekali demi adanya kepastian
hukum."”

Menurut Prof. Eggens, asas konsensualisme merupakan
puncak peningkatan martabat manusia yang didasarkan pada adanya
kepercayaan pada perkataannya, yang dapat meletakkan martabat
manusia pada tingkat yang setinggi-tingginya sebdgai manusia.'®

Menyinggung tentang masalah asas konsensualitas dalam
hukum perikatan erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak
seperti apa yang tercermin dalam KUHPerdata mengenai Hukum
Perikatan yang tercantum dalam Buku II1L.

Asas konsensualitas merupakan syarat mutlak bagi hukum
perikatan atau verbintenissenrecht, demi tercapainya kepastian

hukum.

7 Soebekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1976, hal.12.

1% 1bid.
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Kata sepakat ini diémggap sah apabila kata sepakat yang
diberikan tersebut tidak berdasarkan atas kekhilafan (dwaling) atau
paksaan (dwang) atau penipuan (bedrog).

Asas konsensualisme itu sendiri bagi hukum tentunya tidak
hanya demi untuk tuntutan kesusilaan dan etis saja, akan tetapi lebih
dari itu yaitu guna  tercapainya kepastian hukum. Asas
konsensualisme di dalam system hukum di Indonesia yaitu dalam
KUHPerdata merupakan suatu asas yang universal yang dapat
ditemukan dan disimpulkan dari Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa semua
perjanjian yang dibuat seicara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya, Artinya perjanjian mengikat para
pihak. Sedangkan dari perkataan .“semua” dalam Pasal 1338 ayat (1)
ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak.'®

Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukuﬁl yang sifatnya
memaksa yaitu yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas
kebebasan berkontrak berpangkal'pada kedudukan dua belah pihak
yang sama kuatnya. Sedangkan kenyataannya tidak demikian. Oleh
karena itu Soebekti berpendapat, nanti dalam Undang-undang

Hukum Perikatan Nasional kita perlu adanya ketentuan-ketentuan

tentang perlindungan hukum bagi pihak yang lemah (ekonomi

9 1bid., hal 37.
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lemah).%° Disamping di bagian umum, perlu juga diadakan
perlindungan hukum dalam berbagai macam perjanjian, yaitu dalam
perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, sewa beli,

perjanjian kerja, pengangl&utan, pinjam uang dan lain-lain.?!

2.2.2. Sewa Beli Merupakan Per';aniian Baku (Standard Contract)

Kekhususan dari Ie'mbaga. sewa beli ini sesungguhnya terletak
pada cara pembayarannya dibandingken dengan perjanjian jual beli
biasa. Kekhususan lain yang terpenting, dari aspek hukum bila
dibandingkan dengan jual beli angsuran yaitu mengenai peralihan
hak milik. Pada pranata sewa beli, di mana barang sudah ada di
tangan debitor atau konsumen secara nyata (feitelijke levering)
dengan adanya pembayaran sebagian, akan tetapi peralihan hak
secara hukum (juridische levering) belum ada. Secara hukum,
peralihan tersebut (juridische levering) baru ada atan dapat
dilaksanakan sesudah pembayaran terakhir atau pelunasan harga
barang yang sudah ditetapkan. Dengan perkataan lain hak milik

beralih sesudah harga barahg dibayar penuh.?

0 Soebektl, Aspek-aspek Hukum Perjanjian, Alumni, bandung, 1976, hal.18.

#! Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku Il Hukum Perikatan
dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, hal.110.
* 8ri Gambir Melati Hatta, Op.Cit,, hal.143-144.
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Menurut Sri Gambir Melati Ha@ bentuk perjanjian sewa
beli yang sudah ada dibeberapa negara, harus tertulis, baik berupa
akta di bawah tangan (Onderhands Acte) ataupun akta notariel
{(Notarieele Acte).

Pitlo menyebutkan bahwa tanpa perjanjian tertulis yang
disebut dengan akta, perjanjian sewa beli tersebut bukanlah pranata
sewa beli. Perjanjian hanya merupakan jual beli angsuran biasa. Pitlo
menyatakan bahwa pranaita sewa beli harus secara tertulis dibuat
dengan suatu akta, baik itu di bawah tangan ataupun autentik.?

Salah satu ciri kh?zls dari lembaga sewa beli, yaitu bentuk
perjanjiannya yang selalu Edituangkan dalam perjanjian tertulis, baik
dengan akta Notaris maupun di bawah tangan. Maka kemudian
timbul perjanjian-perjanjian dengan bentuk maupun isi yang telah
dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat standard contract ini
adalah penjual atau pengusaha pihak penjual atau penjual yang pada
umu@nya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat.?*

Di dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak,
mestinya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam
membuat petjanjian. Namun di dalam standard contract atau
perjanjian baku hal tersebut tidak terjadi. Sehingga yang ada adalah

kreditor menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau

2 Pitlo , sebagaimana dikutip oleh Sri Gambir Melati Hatta, Op.Cit,, hal.144,
* Sri Gambir Melati Haita, Op.Cit,, hal.144.
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formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai
harga, jenis barang, jumlalll serta macamnya saja yang berlum te:.risi.25
Permasalahan yang timblj,ll adalah apakah ada kata sepakat yang
murni mengingat seluruh ]L(Iausul perjanjian dibuat oleh kreditor dan
tinggal disodorkan saja !kepada debitor dalam bentuk standard
conitract. Dapatkan kata sc?pakat yang demikian dianggép sah?
Ditinjau secara teoﬁtis yuridis, perjanjian baku memang tidak
memenuhi ketentuan undang-undang, namun berdasar kebutuhan
masyarakat dalam kenyataannya dapat diterima. Hondius dalam
disertasinya menyebutkan bahwa perjanjian baku mempunyai
kekuatan mengikat berdasarkan “kebiasaan” (gebruik). Hal ini
diperkuat oleh Asser dan Stein bahwa dalam penerimaan perjanjian
baku oleh masyarakat motifasinya adalah bahwa hukum berfungsi
untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.”®
Penggunaan perjanjian baku kemudian banyak disalah-
gunakan untuk keuntungan semata-mata dari pengusaha atau penjual.
Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pula apa yang disebut
dengan klausula eksonerasi atau klausul pembebasan (dari tanggung
Jjawab) atau exemption clauses yang tertera di dalam perjanjian baku

tersebut,

% Ibid,

* Ibid, hal.148.
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Menurut Mariam Darus Badrulzaman ciriciri  klausul

eksonerasi adalah sebagai berikut :2’
a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual yang posisinya
relatif kuat dari pembeli.
b. Pembeli sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian.
¢. Terdorong oleh kebutuhannya pembeli terpaksa menerima
perjanjian tersebut.j
d. Bentuknya tertulis..
e. Dipersiapkan terleﬁih dahulu secara massal atau individu.
Kebebasan berkonérak hanya akan mencapai tujuannya bila
para pihak memiliki posisi tawar (bargaining power) yang sama
kuat. Bilé salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah, maka
besar kemungkinan pihak yang kuat akan menentukan isi kontrak
~ untuk kepentingannya sendiri, dengan merugikan pihak yang lemah.
Batas-batas kebebasan berkontrak seperti itikad baik, tidak

melanggar norma-norma kepatutan, perasaan keadilan, akan sulit

diterapkan dalam posisi yang tidak seimbang.

2.3. Sewa Beli Merupakan Perjanjian Campuran
Disamping petjanjian bernama dan perjanjian tak bernama masih juga
dikenal adanya perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus di

dalam undang-undang, tetapi dalam praktek mempunyai nama sendiri, yang

¥ Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal.50.
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il
unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur-unsur beberapa perjanjian

!
bernama, tetapi terjalin menjadi satu sedemikian rupa, sehingga perjanjian
yang demikian itu tidak dapat cEiipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang
berdiri sendiri-sendiri. Contohnya adalah : perjanjian sewa-beli.

|

i
Di dalam perjanjian sewa-beli orang melihat adanya unsur-unsur yang

|

* Jual-beli, karena pada akhirnya setelah penjual-sewa menerima

mirip dengan unsur-unsur :

pembayaran lunas, pembeli menjadi pemilik.
» Sewa-menyewa, karena sementara menyicil, pembeli-sewa boleh

menggunakan benda yang dibeli-sewa tersebut.

Dengan demikian, perjanjian campuran adalah perjanjian yang
mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama. 2

Perjanjian campuran berbeda pula dengan perjanjian-perjanjian yang
mengandung unsur dari beberapa perjanjian bernama, yang sekalipun
dituangkan dalam suatu perjanjian/akta, tetapi perjanjian/akta tersebut
scbenarnya berisi dua perjanjian (atau lebih), yang masing-masing bisa
dipisaﬁkan dari yang lain, dalam arti ﬁeijanjian-perjanjian tersebut bisa
dituangkan dalam perjanjian-perjanjian/akta-akta yang berdiri sendiri-
sendiri. Yang demikian itu, sebagai mana yang dikemukakan oleh J.Satrio

bukan merupakan perjanjian campuran. Contohnya : hutang-piutang disertai

B Ibid., hal.151.




dengan perjanjian pembebanan Hak Tanggungan, pengikatan jual-beli
dilengkapi dengan kuasa bersyarat untuk menjual, dan lain sebagainya.
Sekalipun dalam Pasal 1319 KUHPerdata menetapkan, bahwa baik
perjanjian bernama maupun perjanjian tak bernama tunduk pada peraturan
umum yang termuat dalam Bab I, II dan IV Buku III KUHPerdata, tetapi
tentang masalah, bagaimana pemecahaﬂnya, kalau seperti beberapa contoh
di atas, suatu perj'anjian memuat beberapa unsur yang mirip/sama dengan
unsur-unsur beberapa perjanjian bernama, tetapi yang terjalin menjadi satu,
sehingga tidak dapat dipisahkan seperti dalam perjanjian campuran?
Mengenai permasalahan tersebut, para sarjana mempunyai pandangan
yang berbeda-beda, sehingga t!entang perjanjian campuran ini timbul

beberapa teori sebagai berikut :*°

a. Teori Kombinasi atau Kumulasi

Penganut teori ini berpendapat, dalam hal demikian (perjanjian
campuran - penulis), unsur-unsur perjanjian dipisah-pisahkan dulu,
kemudian untuk masing-masing diterapkan ketentuan pexjizfnjian
bernama yang cocok untuk unsur tersebut.

Jadi atas unsur sewa diterapkan pexlaturan sewa-menyewa, untuk
perjanjian jual-beli diterapkan ketentuan tentang jual-beli.

Sepanjang ketentuan masing-masing unsur perjanjian yang hendak

dikombinasikan tidak saling bertentangan tidak ada masalah. Kesulitan

* Ibid., hal,153-160.
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yang akan dihadapi jika ‘ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut
bertentangan satu sama lain,

Menurut Hofmann, teori ini tidak benar, karena undang-undang
sendiri tidak mengenal Perj?njian Campuran dan perjanjian seperti
tersebut di atas harus dianggap sebagai perjanjian tak bernama. Paling-

paling ketentuan-ketentuan perjanjian bernama yang dikenal dalam

KUHPerdata bisa diterapkan secara analogi saja.

. Teori Absorpsi

Menurut teori absorpsi, dilihat dulu unsur mana dalam perjanjian
tersebut yang paling menonjol. Lalu diterapkan peraturan perjanjian
yang sesuai dengan unsur-unsur yang paling dominan tersebut. Di sini
unsur-unsur yang lain dikalahkan, dan seakan-akan unsur-unsur yang
lain tersebut dihisap/terhisap oleh unsur yang pokok/dominan, Itulah
sebabnya orang menyebutkan teori ini dengan nama zeori absorpsi.

Teort Sui Generis

Kelompok ini memandang, bahwa pertjanjian campuran itu sebagai
perjanjian yang tersendiri, perjanjian Sui Generis atau perjanjian yang
mempunyai ciri tersendiri. Peraturan perjanjian bernama, yang unsur-
unsufnya muncul dalam perjanjian tersebut, dapat secara analogis

diterapkan. -
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2.4, Perkembangan Perjanjian Sewa Beli dalam Praktek
2.4.1. Sewa Beli lahir karena Kebutuhan

Perjanjian “sewa-beli” (bahasa Belanda “huurkoop”, bahasa
Inggris “hire-purchase”) adalah suatu ciptaan praktek (kebiasaan)
yang sudah diakui sah ojeh yurisprudensi, malahan di Nederland
sudah pula dimasukkan dalam BW dan di Inggris telah diatur dalam
suatu undang-undang ters:endiri, yaitu “Hire-purchase Act” tahun
1965 yang diadakan di s;amping “Sale of Goods Act” dari tahun
1893.%

Ciptaan sendiri oleh praktek itu memang diperbolehkan
karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian kita (KUHPerdata)
menganut system terbuka atan asas kebebasan berkontrak
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi :
“semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sewa-beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidak— |
tidaknya ia lebih mendekati jual-beli daripada sewa menyewa,
karena ia merupakan campuran dari kedua-duanya, maka diberi Jjudul
“sewa-beli”. Dalam Hire-perchase Act 1965 ia dikonstuksikan
sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewa dengan hak opsi dari

penyewa untuk membeli barang yang disewanya™. Sedangkan dalam

* R.Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985, hal.51.

28




B.W. Belanda, sewa-bel:i dikonstruksikan sebagai jual-beli dengan
cicilan dengan penangguLan pemindahan hak miliknya. !

Meskipun berdésarkan ketentuan undang-undang yang
berlaku di negara kita sewa beli belum diatur, baik dalam
KUHPerdata maupun KUHD, namun pemeriniah ternyata telah
memberikan adanya peraturan lewat perangkatnya yang berupa surat
keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Menteri Perdagangan dan Koperasi pada tahun 1980 pernah
mengeluarkan Surat Keputusan tentang Sewa Beli yaitu SK.
Menperindagkop No.34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan
Usaha Sewa Beli. Namun surat keputusan itu sesungguhnya hanya
mengatur masalah perijinan perusahaan yang bergerak pada usaha
Sewa Beli.

Selain SK Menperindagkop No.34 tahun 1980 tersebut,
Menteri Perdagangan telah mengluarkan Surat Edaran dan Surat
Pengantar sehubungan dengan izin usaha Sewa Beli. Surat Edaran
Direktur Bina Usaha Perdagangan No.408/Binus-3/IX/85 tertanggal
27 September 1985 perihal Permohonan Jzin Usaha Sewa Beli (Hire
Purchase). Disusul lagii dengan surat No.719/Binus-3/VIIL/1986
tertanggal 8 Agustus 1986 yang memperjelas tentang izin usaha

Sewa Beli juga pengertian Sewa Beli (Hire Purchase) dan Jual Beli

3 Ibid, hal.52.
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Angsuran yang didasarkan pada SK No.34/Kp/Il/80. Di sini (dalam
SK No.34/Kp/Il/80) ditegaskan bahwa sewa beli (Hire Purchase)
adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan
barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang
dilakukan oleh pembeli sebagai pelunasan atas harga barang yang
telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak
milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli
setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual,
Pada perjanjian jual beli angsuran dengan pembayaran pertama dan
diikuti penyerahan barang maka hak milik langsung beralih kepada
pembeli, sehingga pembeli langsung menjadi pemilik dengan
penyerahan penyerahan barang tersebut meskipun pembayaran
belum lunas.

Kemudian dalam Keputusan Menteri SK. No.34/Kp/11/80
tersebut lebih lanjut disebutkan tentang barang—barang Sfang boleh
disewa-belikan (hire purchase) yaitu semua barang niaga tahan lama
yang baru dan tidak mengalami ﬁerubahan teknis, baik berasal dari
hasil produksi sendiri ataupun hasil produksi/perakitan (assembling)
lainnya di dalam negeri; kecuali apabila produksi dalam negeri

belum memungkinkan untuk itu.
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Pengecualian terhadap barang-barang yang dapat disewa—
belikan hanya dapat dilakukan dengan melalui persetujuan dari
menteri atau pejabat lain yiang ditunjuk olehnya.

Sewa-beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk
menampung  persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan
keluar apabila penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat
untuk membeli barangnya, tetapi calon—calon pembeli itu tidak
mampu mebayar harga barang-barang tersebut sekaligus. Penjual
bersedia untuk menerima bahwa barang-barang itu dicicil atau
diangsur, tetapi ia memerlukan ‘“jaminan” bahwa barangnya
(sebelum harganya dibayar lunas) tidak akan dijual lagi oleh si
pembeli, *

Maksud kedua belah pihak tertuju pada perolehan hak milik
atas suatu barang di satu pihak, dan perolehan sejumlah uang sebagai
imbalan di lain pihak (sebagai harga) secara tunai. Melihat keadaan
masyarakat atau konsumen, yang disatu pihak ingin membeli barang
namun tidak memiliki sejumlah uémg untuk melakukan pembayaran
secara tunai dan jika pembayaran secara mengangsur ini tidak
diperbolehkan, maka produsen (penjual) akan mengalami kesulitan
untuk meningkatkan penjualan produknyahanya.

Sebagai jalan keluar, lalu diketemukan suatu macam

perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas, si pembeli

2 rpid,
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menjadi “penyewa” dari barang yang ingin dibelinya. Dengan
dijadikannya “penyewa” (dengan kontrak yang juga berjudul: “sewa-
menyewa”), si pembeli ini terancam oleh hokum pidana
(“penggelapan™) apabila ia sampai berani menjual barangnya.
Dengan perjanjian seperti itu kedua belah pihak tertolong, artinya
pembeli dapat mengangsur harga yang ia tidak mampu
membayarnya tunai dan seketika dapat menikmati barangnya,
sedangkan dilain pihak si penjual merasa aman karena barangnya
tidak akan dihilangkan oleh si pembeli selama harga belum dibayar
lunas (karena takut pada ancaman pidana). *

Praktek sewa beli ini memang diperbolehkan kérena hukum
perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak atau lebih dikenal
dengan sistem terbuka seperti yang diatur dalam KUHPerdata
scbagaimana ditegaskan cialam Pasal 1338 ayat (1). Dalam praktek
sewa-beli, penjual percaya bahwa pembeli akan memenuhi janji
akan tepat waktu melakukan pembayaran angsuran. Tetapi tentunya
ada kekhawatiran, bahwa pembeli tidak memenuhi janji itu,
sedangkan barangnya dijual sudah diserahkan kepada pihak pembeli,
sehingga berakibat merugikan bagi pihak penjualnya. Bermula dari
persoalan tersebut diatas perlulah kiranya untuk mencari jalan keluar
atau cara pemecahan yang sebaik-baiknya (seadil-adilnya) bagi

kedua pihak. Untuk menolong penjual dalam hal seperti ini, dalam

3 Ibid.
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2.4.2.

praktek lahirfah perjanjian yang dinamakan sewa-beli, yang pada
pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, dengan
akibat bahwa penerima barang tidak menjadi pemilik melainkan
penyewa belaka. Baru kalau uang sewa sudah dibayar sampai
sejumlah sama dengan harga pembelian, penyewa beralih menjadi

pembeli, yaitu barangnya menjadi hak miliknya.

Maksud dari Perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Sepeda Motor
Dalam perjanjian siewa-beli kendaraan sepeda motor ini pada
hakekatnya juga sama dengan pengertian perjanjian sewa-beli seperti
tersebut diatas, namun _‘{ang menjadi obyeknya adalah kendaraan
sepeda motor. Yaitu meirupakan proses untuk mengajukan atau
mengadakan perjanjian sci:wa—beli antara pihak pertama sebagai
calon pembeli dengan piha:k kedua yaitu penjual, yang dalam hal ini
penjual kendaraan sepeda motor yang biasanya dealer atau agen
penyalur, dengan melibatkan bantuan dari pihak ketiga yang berupa
pihak lembaga keuangan atau perbankan serta pihak yang berwenang
membuatkan akta perjanjian tersebut atau pejabat pembuat akta.
Sama seperti uraian tentang pengertian dari perjanjian sewa-
beli diatas, maka kedudukan calon pembeli belum menjadi pemilik
dari kendaraan sepeda motor itu, apabila uang sewa belum lunas
dibayarkan yang berjumlah sama dengan harga pembelian, maka ia

hanya berkedudukan sebagai penyewa dari kendaraan sepeda motor
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2.4.3.

itu  belaka, sehingga juga ia  belum diperbolehkan
memindahtangankan pad‘a pihak lainnya. Hal ini baru boleh
dilakukan bila barang tersebut telah lunas dibayar olehnya sehingga
barang atau kendaraan :iscpeda motor tersebut sudah berpindah
menjadi hak miliknya, :

Seperti juga dalam petjanjian sewa-beli, maka perjanjian
sewa beli kendaraan bermotor ini juga merupakan suatu
perpaduan antara perjanjian sewa-menyewa kendaraan sepeda motor
dengan perjanjian jual-beli kendaraan sepeda motor. Sehingga sudah
barang tentu terdapat dan berlaku kewajiban—kewajiban serta hak—
hak dari para pihak yang terkait didalamnya atau terdapat hak dan
kewajiban.

Dari uraian singkat diatas dapatlah penulis katakan bahwa
perjanjian sewa-beli kendaraan sepeda motor ini merupakan salah
satu bentuk dari perjanjian sewa-beli pada umumnyé akan tetapi

berobjek pada kendaraan sepeda motor.

Pengaturan Perjanjian Sewa-Beli
Perjanjian sewa-beli tidak diatur secara khusus dalam
KUH Perdata. Dalam KUHPerdata yang ada ketentuannya adalah
perjanjian sewa menyewa dan petjanjian jual beli.
Dalam Pasal 1548 KUHPerdata disebutkan bahwa :
Scwa-meriyewa adalah "suatu persetujuan dengan
mana pihak yang satn mengikatkan dirinya untuk
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari
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2.4.4,

sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut
belakangan disanggupi pembayarannya.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata :

Jual-beli 'adalah svatu persetujuan dengan mana -

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar

harga yang telah idijzmjikan.

Perjanjian sew%i—beli merupakan perpaduan diantara
kedvanya. Perjanjian sewa-beli ini harus kita bedakan dengan
perjanjian jual-beli angsm;an, karena dalam perjanjian yang terakhir
ini barangnya seketika diserahkan menjadi milik dari pembeli.
Namun dalam hal pembayaran , harganya boleh diangsur. Dengan
demikian pembeli seketika sudah menjadi pemilik mutlak, dan ia

menjadi berhutang kepada penjual berupa sebagian dari harga yang

belum dibayarkannya.

Para Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Sewa-Beli

Dalam Perjanjian sewa—BeIi ini memang terlibat beberapa
pihak di dalamnya. Memang dalam peraturan-peraturan yang
mengatur tentang perjanjian sewa-beli ini pada umumnya hanya
menyebutkan dua pihak1 utama yaitu pihak penjual dan pihak
penyewa atau calon pembeli. Tetapi dalam prakteknya ternyata
terdapat juga beberapa pihak lain yang juga terlibat atau terkait.
Seperti misalnya : Pihak I?embaga Keuangan Non Bank. Kemudian

i
Jjuga pihak Surveyor atau pihak pemeriksa, baik yang merupakan




perpanjangan tangan (petugas yang ditunjuk) oleh pihak penjual atau
dealer petugas dari Lenllbaga Pembiayaan Keuangan itu. Tugas
utama dari surveyor ini adalah memeriksa dan meneliti rentabilitas
dan solvabilitas dari calon penyewa/pembeli tersebut. Juga ada pihak

lainnya yang tidak kalah penting fungsinya yaitu Pihak Pejabat

Pembuat Akta Perjanjian yang pada umumnya oleh Pejabat Notaris.

Tugas utama dari Notaris ini.adalah membuatkan akta tentang'

petjanjian dan segala tindakan dalam perjanjian sewa-beli.
Secara tegas memang tidak diatur tentang peranan dari pihak
IIl, yaitu pihak Perbankan (Lembaga Pembiayaan lainnya) tetapi
karena dalam prakiek keschari-hari pihak tersebut memang
dibutuhkan dan ferlihat di dalamnya, juga peran Pejabat Notaris yang
tidak bisa dipandang secara sebelah mata dalam hal fungsinya. Tak
lupa pula peran Surveyor seperti yang penulis gambarkan diatas.
Dalam praktek terdapat beberapa pihak yang terkait
(langsung maupun tidak langsung) di dalam mempersiapkan atau
pelaksanaan suatu perjanjian sewa beli, antara lain adalah:
1. Penjual yang dalalﬁ hal ini dealer atau penyalur.
2. Penyewa atau dapz;t pula disebut calon pcmbeli/deb'itur.
3. Perbankan atau Lembaga Pembiayaan Keuangan.
4. Pejabat Pembuat Akta Perjanjian/Notaris.

3. Surveyor atau pihak peneliti dan pemeriksa.
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I
Ad 1. Penjual (dealer atau penyalur),

Ad 2.

Yang dimaksud dengan penjual dalam hal ini adalah pihak
yang berkewajiban menyerahkan barang, yang dalam perjanjian
ini adalah kendaraan sepeda motor dan ia berhak atas hak untuk
meminta pembayaran atas barang itu.

Menurut  ketentuan Pasal 1474 KUHPerdata penjual
mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya
dan menanggung kenikmatan tentram dan cacat tersembunyi atas
barang yang dijual.

Selain itu, masih ada kewajiban lainnya dari penjual yang diatur
dalam Pasal 1482 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala

sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan

:Sgi pemakainya yang tetap, beserta surat bukti milik jika

Dan menurut ketentuan Pasal 1481 KUHPerdata :

Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang
itu berada pada waktu penjualan.

Penyewa atau pembeli/debitur

Maksud dari penyewa disini adalah pihak yang
berkewajiban membayar uang sewa dari kendaraan sepeda motor
dan berhak atas penerimaan serta memakai barang yang telah
diperjanjikan. Dalam hal ini penulis menganggap bahwa pihak
penyewa dapat pula bérkedudukan sebagai pihak pembeli, karena

dalam perjanjian sewa-beli ini kedudukan penyewa dapat
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berubah menjadi pembeli dan akan menjadi pemilik kendaraan
sepeda motor bila harga terbayar lunas.
la dapat pula berkedudukan sebagai debitur karena
dalam peristilahan hukum perikatan bahwa pembeli adalah
debitur sedangkan dalam istilah perbankan, pihak yang
memperoleh pinjaman atau yang berhutang disebut dengan
debitur,
Kewajiban — :kewajiban penyewa sebagaimana diatur
dalam Pasal 1560 KUHPerdata adalah :
- Kewajiban untuk memakai barang sebagai bapak- rumah
yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada
~ barang itu menurut persetujuan sewa menyewa, atau jika
tidak ada sesuatu persetujuan mengenai hal itu, menurut
tujuan yang dipelrsangkakan berhubung dengan kéadaan;
- Menbayar uané sewa pada waktu-waktu yang telah
ditentukan, |
Selain kewajibaén sepefti tersebut diatas terdapat pula
beberapa aturan, misalnya dalam hal mengulangsewakan
menoperkan pada pihak ketiga atau penjual kepada pihak ketiga
maka perbuatan tersebut adalah jelas dilarang, terkecuali bila
diijjinkan dalam perjanjian sebelumnya.
Dalam persoalan resiko, seperti dijelaskan dalam Pasal 1553

KUHPerdata bahwa resiko mengenai barang yang disewakan
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Ad 3.

dibebankan kepada pihak yang menyewakan. Untuk
permasalahan resiko terhadap kerusakan atau kecelakaan
kendaraan sepeda motor ini, pada akhir-akhir ini sudah dapat
diatasi dengan mengasuransikan kepada perusahaan-perusahaan
asuransi, menurut tingkat kemampuan dan kesepakatan para
pihak, baik yang berupa asuransi sebagian ataupun asuransi
keseluruhan atau dalam istilah perasuransian disebut dengan
“total lost anly” dan “all risk” insurance.

Pihak — pihak yang diluar pihak penjual dan pihak penyewa
adalah pihak Lembaga Pembiayaan Keuangan yang biasa
berbentuk perbankan, Pejabat Notaris, dan Surveyor.

Ketiga pihak ini memang tidak secara jelas dan tegas diatur
dalam peraturan perundangan, tetapi kita perlu untuk
memasukkannya dan penulis mendapatkan peran mereka dalm
perjanjian sewa-beli ini dalam praktek sehari-harinya.

Lembaga Pembiayaan i(euangm (Perbankan)

Pengertian Lembaga ‘Pembiayaan Keuangan "dapat
berwujud perbankan ?atau lembaga non perbankan. Menurut
Undang-undang Nom(;r 14 tahun 1967, disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan perbankan, adalah Lembaga keuangan yang
usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam
lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang., Hal ini tepatnya

disebutkan dalam Pasal 1 huruf a. Sedangkan yang dimaksud

39




dengan kata “Lembaga Keuangan” adalah semua badan yang
melalui kegiatan—kegiétannya di bidang keuangan menarik uang
dari dan menyalurkajnnya kedalam masyarakat, diétur dalam
Pasal 1 huruf'b.

Pengertian lainnya tentang perbankan dapat ditemukan
dalam Undang-undang perbankan, yaitu Undang-Uundang
Nomor 10 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa Bank adalsh
badan usaha yang mienghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam
rangka meningkatkan iiaraf hidup rakyat banyak.

Dalam hal perrlganfaatan jasa perbankan dalam praktek
sewa-beli terutama sewa-beli kendaraan sepeda motor, memang
tidak diharuskan oleh pihak dealer untuk menggunakan salah
satu jenis perbankan tertentu, tetapi sebagian besar umum milik
swasta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor
misalnya seperti faktor elastisitas kebijakan pemberian kreditnya
yang lebih lunak dan termasuk pula tingkat suku bunganya yang |
rendah.

Pengertian dari bank umum milik swasta adalah bank
umum yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta
nasional. Bank umum ini hanya boleh didirikan dan menjalankan
tugasnya sebagai bank setelah mendapat ijin dari Menteri

Keuangan. Bank Umum Swasta harus berbentuk badan hukum
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Ad4.

perseroan terbatas (PT). Jumlah modalnya ditetapkan Undang-f
undang. Sedangkan saham yang dikeluarkan harus atas nama dan
boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Contoh Bank Umum Swasta Nasional : Bank Central Asia.,ﬁ
Bank Duta, Bank Niaga dan lain sebagainya.

Pejabat Pembuat Akta Perjanjian (Notaris)

Ketentvan tentang apa yang menjadi tugas Notaris;
disebutkan dalam Pasal 1, Peraturan Jabatan Notaris bahwa
Notaris adalah Pejabati Umum (openbaar ambienaar), khususnya:
(satu-satunya) yang be:rwenang untuk membuat akta-akta tentang’
segala tindakan, peljaﬁjian dan’ keputusan-keputusan yang olehf
Undang-Undang umurh diwajibkan, atau para yang bersangkutanj
menghendaki supaya dinyatakan dalam surat otentik.

Menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan;

- mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, semua itu’

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan pejabat
lain atau khusus menjadi kewaj ibannya, ‘
Sedangkan dalam Pasal 2 dijelaskan mengenai Jabatan
Notaris yang dijalankan oleh ;
1. Orang-orang yang khusus diangkat untuk itu
2. Oleh Pegawai Negeri, dimana jabatan Notaris itu karena
hukum dikaitkan :dengan jabatannya,

Menteri Kehakiman menentukan masing-masing :
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a. Jumlah notaris~n:L>taris dalam sub I diatas tempat kedudukan
dan wilayahnya, ?dimana mereka menj alankan jabatannya.

b. Tempat-tempat dimana jabatan Notaris dikaitkan dengan
suatu jabatan ata;l pelayanan.

Penyebab mengapa penulis memasukkan Jabatan Notaris
sebagai sesuatu yang dinilai penting karena dalam perjanjian
sewa-beli kendaraan sepeda motor sangat dibutuhkan adanya
pembuktian secara tertulis, dan disinilah letaknya arti penting
Jabatan Notaris , karena Undang-undang diberi wewenang
menciptakan alat pembuktian tertulis yang mutlak, dalam
pengertiam bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itn
pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk
mereka yang sangat membutuhkan alat pembuktian untuk suatu
keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun
kepentingan suatu usaha. Yang penulis maksud dengan
“kepentingan pribadi” adalah antara lain : membuat testamen,
mengakui anak yang dilahirkan diluar kawin yang sah,
memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian
warisan, dan lainnya. Yang penulis maksud dengan
“Kepentingan usaha” ada‘lah akta-akta yang dibuat untuk
kegiatan bidang ‘usalpa, antara lain akta-akta mendirikan P.T.

(Perseroan Terbatas)i Firma, C.V.(Commanditer Vennotscaph)
|
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dan lain sebagainya, akta-akta mengenai transaksi dalam
bidang usaha perdaglhngan, pemborongan pekerjaan dan kredit.
Meskipun semua orang dapat saja membuat akta notaris untuk
kepentingan pribadi, namun mereka yang bekerja dalam bidang
usaha lebih banyak membutuhkan jasa notaris. Sebab dalam
bidang usaha diperlukan perjanjian-perjanjian yang beraneka
ragam untuk kepentingan kegiatan usaha yang dilakukan,
termasuk juga kegiatan sew.ra-be]i ini.

Seorang notaris dapat juga memberikan nasehat kepada
mereka yang membutuhkan, maupun dengan menyusun akta-
akta sedemikian rupa, sehingga dapat dicapai apa yang
dibutuhkan oleh pihak-pihak yang meminta Jasanya. Dalam
penyusunan akta itu terletak pula ketrampilan dan seni seorang
notaris dalam penerapan hukum, tanpa meninggalkan hukum
yang berlaku. Bahkan ia dapat menimbulkan kasus-kasus baru
dan mencari penyelesaian-penyelesaian dimana hukum
(undang-undang tidak mengéturnya), sehingga notaris ikut juga
menentukan hukum baru.

Peristiwa yang b;rsifat intern dalam masyarakat seperti jual
beli termasuk juga sewa-beli ini, dan juga peristiwa yang
bersifat transaksi-transaksi sewa-menyewa dan pembagian
waris, serta pcngangl!{atan anak dan lain sebagainya sudah jelas

sangat membutuhkan peran notaris.

i
i
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Ad 5,

Surveyor atau pihak pen.cliti/pemeriksa

Dalam memenuhi permintaan calon penyewa untuk
mengadakan perjanjian sewa-beli, sudah barang tentu pihak
penjual perfu meneliti dan memcrii(sa kemampuan dan keadaan
dari calon penyewa itu. Sehingga perlulah dipergunakannya
fungsi dari surveyor, untuk meneliti kemampuan dari calon
penyewa (debitur). Tentang dari mana asal dan ditugaskannya
surveyor oleh pihak mana, hal ini merupakan  suatu
ketergantungan (relétivitas). Jadi dapat berasal dari inisiatif
pihak penjual maupun pihak Lembaga Keuangan (bank).
Kebanyakan memang dari pihak penjual, karena ia yang
bertanggung jawab terhadap proses pembuatan perjanjian
sewa-beli ini, sedangkan pihak perbankan biasanya pula hanya
melibatkan diri da]am hal pembiayaan pembayaran yang
dibutuhkan oleh caloin penyewa (pembeli).

Persyaratan yang harus dipenuhi calon penyewa ini
yang akan diperiksa/élianalisa oleh surveyor meliputi :
a. Faktor Rentabilitas, yaitu kemampuan dari calon penyewa

untuk mengembalikan atau membayar uang sewa.
b. Faktor Solvabilitas, yaitu kemampuan mengatasi
permasalahan (dalam hal pembayaran), bila terjadi

kemacetan keuangan dari calon penyewa.
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¢. Faktor jenis usaha atau sumber pemasukkan keuangan dari
calon pembeli,apakah dinilai berprospek baik atau
sebaliknya, serta beberapa factor lain yang tentunya
didasarkan atas rasa percaya penjual kepada penyewa.
Untuk penyewa yang sudah pernah mengadakan praktek

sewa-beli dengan penjual yang sama, proses ini tidak

diperlukan.

2.4.5. Wanprestasi dan Overmacht dalam Perjanjian Sewa Beli

2.4.5.1. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
Wanprestasi berarti debitur (berhutang) tidak melakukan
apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta
melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, Perkataan
“Wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi
buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat
diatas dalam keadaan “lalai” maupun dalam keadaan “sengaja’.
Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa empat
macam. *
a. Tidak melakukan apa };ang disanggupi akan dilakukan.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya , tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan.

¢. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

* R.Soebekti, Op.Cit., hal.45.
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d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.

Terhadap wanprestasi‘ dari debitur ini diancam beberapa sanksi
hukuman, yaitu >
a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan

singkat dinamakan ganti rugi.

b. pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan
perjanjian.

¢. peralihan resiko. 1

d. pembayaran biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dimuka
hakim.

Dalam hal pembatalan perjanjian , mempunyai tujuan
menjadikan kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum
perjanjian diadakan. Misalnya satu pihak sudah menerima sesuatu
dari pihak lain, baik berupa uang maupun barang, maka ia harus
mengembalikannya, sehingga perjanjian ini menjadi
ditiadakan.Masalah pembatalan -ﬁenjanjian karena wanprestasi dari

pihak debitur ini diatur dalam KUHPerdata, yaitu pada bagian

kelima, Bab I, Buku III Pasal 1266, yang mengatur tentang perikatan

. bersyarat berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam
persetujuan-persetujuan  timbal-balik, manakala satu pihak
memenuhi kewajibannya.,

% Ibid
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Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi
hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

Permintaan ini harus dilakukan, meskipun syarat batal
mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam
persetujuan,

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim
adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan
sitergugat, emberikan suatu jangka waktu untuk masih juga
memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak
boleh lebih dari satu bulan.

Dengan adanya ketentuan, bahwa pembatalan perjanjian itu harus

dimintakan kepada hakim maka perjanjian tidak dapat batal secara

otomatis pada waktu debitur secara jelas melakukan wanprestasi.

Sebagai cara penyelesaian terhadap akibat wanprestasi, kreditur

dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut, :

1.

2.

3.

pemenuhan peljanjia;l

pemenuhan perjanjiaﬁ disertai ganti-rugi
ganti-rugi saja |

pembatalan perjanjian

pembatalan disertai ganti-rugi.*

Permasalahan tentang wanprestasi ini, ternyata terdapat

pendapat lain yaitu mengenai syarat-syarat terjadinya wanprestasi

menjadi hanya tiga macam yaitu :*’

a.

Debitur sama sekali tidak berprestasi

3 Ibid,, hal.53.

7 Suryodiningrat, 4sas-asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1982, hal.30.
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Dalam hal seperti ini kreditur tidak perlu menyatakan
peringatan/teguran karena hal ini akan percuma saja, sebab

debitur memang tidak mampu berprestasi.

. Debitur salah berprestasi

Debitur sudah l?eritikad baik untuk melakukan prestasi,
tetapi ia salah dalam;melakukan pemenuhannya.
Sebagai contoh peqjual diharuskan menyerahkan kendaraan
sepeda motor tetapi yang ia serahkan adalah sepeda , maka ia
dianggap telah salah prestasi. Dalam hal yang seperti ini

pembeli dapat meminta penggantian berupa benda yang

diinginkan sesuai dengan perjanjian.

. Debitur terlambat berprestasi

Dalam hal ini banyak kasus yang dapat menyamakan
bahwa terlambat berprestasi dengan tidak berprestasi sama
sekali. Misalnya seorang subir taksi yang terl'ambat datang
menjemput calon penumpangnya, sehingga calon penumpang
tersebut tidak dapat tepat waktu maka dalam hal seperti ini
dapat dikatakan bahwa karena terlambat berprestasi berakibat
yang sama dengan tidak berprestasi sama sekali. Atas kerugian
yang diderita seperti kasus seorang penumpang ia dapat
menuntut ganti-rugi, berdasar Pasal 1267 KUHPerdata yang
berbunyi :

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat
memilih apakah ia jika hal itu masih dapat ia lakukan akan
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memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah
ia akan menuntut pembatalan persetujuan dengan ganti
biaya.

2.4.5.2. Overmacht dan Akibat Hukumnya

Maksud dari pengertian overmacht adalah suatu keadaan
yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang memyebabkan
kesukaran dalam pelaksanaan kontrak, dan yang menyebabkan
terhalangnya pemenuhan perikatan, >

Overmacht berhubungan dengan persoalan tentang kesalahan
dan resiko. Kesalahan berhubungan dengan soal terjadinya
overmacht, sedangkan resiko mengenai akibatnya. Debitur dianggap
melakukan kesalahan apabila ja bertindak lain dari yang telah
ditentukan dalam perjanjian,

Keadaan memaksa (overmacht) ini harus dapat dibuktikan oleh
debitur, bila ia hendak menggunakan keadaan memaksa sebagai
alasan untuk tidak berprestasi yang menyatakan bahwa terjadinya
peristiwa keadaan memaksa itu,

Keadaan memaksa itu berupa :*°

a. diluar kesalahannya |
b. tidak dapat diketahui terlebih dahulu
c. iatidak memikul resiko

d. iatidak dapat secara lain melakukan perikatan.

% R.Subekti, Op.Cit., hal.52.
% Suryodiningrat, Op.Cit., hal.47.
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Peristiwa yang mungklin merupakan keadaan memaksa dapat
berupa misalnya Karena Undang-undang dan tindakan
pemerintah, perbuatan dari orang ketiga, karena sakit, pemogokan
buruh dan lainnya.

Sifat keadaan memaksa dapat berupa :

a. Lengkap (absolut)

Prestasi secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan.
Sebagai contoh, seorang penjual kendaraan sepeda motor tidak
dapat menyerahkan setengah dari kendaraan sepeda motor itu.

b. Sebagian (proporsional)

Misalnya penjual beras dalam jual-beli 5 ton beras Cianjur
No.1 sudah menyerahkan 3 ton kepada pembeli, kemudian
timbul banjir besar yang merusak padi yang sedang menguning
karena itu penjual tidak dapat menyerahkan kekurangaﬁnya
sebanyak 2 ton karena keadaan memaksa. Sehingga keadaan
memaksa yang misalnya karena musibah banjir termasuk

dalam sifat keadaan memaksa yang sebagian (proporsional).

¢. Selama-lamanya (definitive)

Apabila keadaan memaksa berlangsung selama-lamanya,
maka karena itu pelaksanaan prestasi tidak dapat dilaksanakan.

Sebagai contoh jika benda vang diserahkan musnah atau
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|
pelaksanaan prestasi setelah keadaan memaksa berakhir, maka

prestasi tidak ada guﬁanya lagi.

. Sementara

Dalam hal keadaan memaksa bersifat sementara, maka
kewajiban berprestasi timbul kembali setelah berakhirnya
keadaan memaksa. Sebagai contoh karena perubahan keadaan
yang menggoncangkan harga, maka kita anggap pelaksanaan
périkatan oleh debitur tidak adil. Orang berusaha melepaskan
diri dari kesukaran dengan anggapan seolah-olah dalam
perikatan dicantumkan syarat bahwa kedua belah pihak
dianggap mengadakan perikatan dengan syarat “keadaan saat
pelaksanaan tetap sama seperti saat dibuatnya suatu perikatan”

atau dikenal dengan asas “rebus sie stantibus”.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode”’ yang berarti “jalan ke .

Metode menurut kebiasaan dapat dirumuskan sebagai suatu cara tertentu untuk

melaksanakan suatu prosedur. Jadi, yang dimaksud dengan metodologi menurut
Robert Bogdan & Staven J.Taylor adalah:

| “...the process, principles, and procedures by which we approach

problem and seek answer. In social sciences the term applies to how one

conducts research”.®
Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian atau research adalah suatu
usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode

ilmiah.*!

3.1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris, karena sebagaimana dikemukakan Bambang
Waluyo,* memang sering Kali penelitian hukum empiris tidak dapat
dilakukan tersendiri (ansich) terlepas dari penelitian hukum normatif,
Tujuan lain, agar diperoleh hasil yang lebih memadai, baik dari segi praktek

maupun kandungan ilmiahnya.

“ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1984, hal.5-6
*! Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal.4.
2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.16.
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Pendekatan yuridis dipergunakan dalam usaha menganalisis data
dengan mengacu kepada norma-norma hukum Iyang dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Walaupun sewa
beli belum diatur dalam suatn ketentuan undang-undang khusus, namun
prinsip-prinsip hukum perjanjian berlaku bagi perjanjian sewa beli yang
dibuat oleh para pihak, misalnya perjanjian sewa beli tersebut tidak boleh
melanggar hukum dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena
itu, penafsiran terhadap apa yang disebut melanggar hukum, atau itikad baik
hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan maka putusan hakim merupakan
salah satu norma hukum.* |

Pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis praktek
pelaksanaan perjanjian sewa beli, :karena sebagai lembaga hukum, perjanjian
sewa beli bukan merupakan suatﬁ gejala normatif tetapi merupakan sesuatu
yang berkaitan dengan realitas yvang ada dalam masyarakat. Artinya
pendekatan ini dimaksudkan untuic melakukan penjelasan atas permasalahan
yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya
dengan aspek-aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empiris

yang menyangkut pelaksanaan perjanjian sewa beli.

* Sri Gambir Melati Hatta, Op.Cir.,hal.27.
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3.2. Spesifikasi Penelitian

3.3.

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum,
dapat ditinjau dari segi dan sudutisudut : sifat, bentuk, tujuan dan penerapan
serta dari sudut disiplin ilmu.* |

Dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
(desciptive research) karena bf;artujuan untuk menggambarkan tentang
sesuatu hal di daerah tertentu da\in pada saat tertentu, dan biasanya dalam
penelitian ini, peneliti sudah mempuny'ai data awal tentang permasalahan
yang akan di teliti.

Dari sudut bentuknya, penelitian ini adalah penelitian ﬁreskrzlot:f
karena penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masalah sesuai dengan
keadaan/fakta yang ada.

Sedangkan dari sudut fyjuannya, penelitian ini adalah penelitian
problem  identification, karena penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk kemudian diklasifikasi

dan selanjutnya dicarikan suatu jalan keluar.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah wilayah kota
Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih oleh karena kota Bandar Lampung
merupakan ibu kota Propinsi Lampung, yang juga dapat disebut sebagai kota

dagang sehingga dapat dipastikaﬁ menjadi pusat lalu lintas perdagangan,

“ Bambang Waluyo, Op.Cif,, hal.7-11.
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sehingga terjadi berbagai jenis transaksi bisnis termasuk perjanjian sewa beli

vang menjadi obyek dalam penelitian ini.

3.4. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel
a. Populasi
Populaéi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang
mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama®. Populasi dalam
penelitian ini adalah Semua dealer (5 buah) dan konsumen (dalam
perjanjian sewa beli) yang terdapat di Wilayah kota Bandar Lampung.

b. Teknik Sampling ;
Untuk memperoleh data diperlukan tidak semua pbpulasi diteliti,
penelitian dilakukan terhadap sample yang ditentukan. Teknik sampling
yang dipakai untuk menentukan sample dalam penelitian ini adalah
Purposive Sampling atau penarikan sample bertujuan, dilakukan dengan
cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, dengan alasan
keterbatasan waktu, tenaga dan bi\aya.46 Adapun kriteria yang
dipergunakan dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut : untuk
dealer, yaitu dealer yang melaksanakan penjua_lan sepeda motor dengan
perjanjian sewa beli. Sedangkan untuk konsumen, yaitu konsumen yang

membeli kendaraan pada dealer yang melaksanakan penjualan kendaraan

sepeda motor dengan perjanjian sewa beli.

B Suryono Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta 1984, hal. 172.
* Romny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
hal.51.
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¢. Sampel
Berdasarken teknik sampling sebagaimana disebutkan di atas serta
mengingat tingginya tingkat homogenitas dari populasi, maka sample
yang akan diambil dari populasi tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Dealer sebanyak 3 (tiga) buah perusahaan;

(2) Konsumen sebanyak 15 (lima belas) orang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data
primer.
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup:*’
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri dari :
a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. TAP MPR;
c¢. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
d. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti :

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.13.
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a. Buku-buku hasil karya para sarjana;

b. Hasil-hasil penelitian;
c¢. Berbagai hasil pertemuan ilmiah atau artikel yang berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
seperti :

a. Kamus;
b. Ensiklopedia; [

¢. Indeks kumulatif, dan sebagainya.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat
atau pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Penelitian
data primer dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berupa
pengalaman praktek dan pendapat subyek penelitian tentang segala sesuatu
yang berkaitan dengan pelaksanan perjanjian sewa beli.

i Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan denga melakukan
5 wawancara dengan menggunakan pec_lbman wawancara yang dilakukan
g terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan
pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan
wawancara yang terfokus (focused interview).*®

| Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif

dalam pengumpulan data primér di lapangan, karena interviewer dapat

* Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit., hal.60-61.
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bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta
yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan
bahkan saran-saran responden.”” Hasil wawancara ini diharapkan dapat
memberikan gambaran dalam praktek tentang pelaksanaan perjanjian sewa

beli serta permasalahan-permasalahan yang ada.

3.6. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul melalaui kegiatan pengumpulan data yang
kemudian diperoleh belum bisa dipahami bila tidak analisis dan disajikan
secara sistematis dan teratur. Semua data yang telah dikumpulkan kemudian
dilakukan abstraksi dan rekonstruksi, selanjutnya disusun secara sistematis
sehingga akan diperolah gamb&;ran yang komprehensif mengenai cara

penyelesian permasalahan yang dibahas.

Adapun teknik analisis data yaﬂg dipergunakan dalam penelitian ini
adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder yang dikomplementerkan

dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

* Bambang Waluyo, Op.Cit., hal.57.
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BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Sepeda Motor di Kota
Bandar Lampung

4.1.1. Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang penulis
lakukan terhadap deéler’ kendaraan sepeda motor yang melakukan
penjualan dengan perjanjian sewa beli serta konsumennya yang telah
ditentukan sebagai sample dalam penelitian ini, diperoleh data yang
selanjutnya oleh penulis diolah untuk selanjutnya di rekonstruksi kembali
sehingga dapat diketahui proses pembuatan Perjanjian dan praktek
pelaksanaan perjanjian sewa beli di Kota Bandar Lampung sebagai
berikut:
4.1.1.1. Dealer atau Perusahaan Sewa Beli
Perjanjian Sewa Beli merupakan lembaga hukum perjanjian
yang perkembangannya didasarkan pada “kebebasan berkontrak”
sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam
Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian sewa beli
belum mendapat pengaturan baik dalam KUHPerdata, KUHD,
maupun  peraturan Aperundang—undangan khusus lainnya.
Lembaga hukum sewa beli didasarkan pada praktek .sehari-hari

dan putusan pengdilan (jurisprudensi).
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Meskipun berdasarkan ketentuan undang-undang sewa beli
belum diatur baik dalam KUHPerdata maupun KUHD, namun
pemerintah tenyata telah memberikan adanya peraturan lewat
perangkatnya  yang berupa Surat Keputusan Menteri
Perdagangan dan Koperasi.

Menteri Perdagangan dan Koperasi pada tahun 1980 pernah
mengeluarkan Surat Keputusan tentang sewa beli yaitu SK.
Menperindagkop No.34/KP/11/1980 tantang Perizinan Kegiatan
Usaha Sewa Be'li. Namun surat keputusan ini sesungguhnya
hanya mengatur masalah perijinan perusahaan yang bergerak
pada usaha Sewa Beli.

Selain SK Menperindagkop No.34 tahun 1980 tersebut,
Menteri Perdagangan telah mengluarkan Surat Edaran dan Surat
Pengantar sehubungan dengan izin usaha Sewa Beli. Surat
Edaran Direktur Bina Usaha Perdagangan No.408/Binus-3/IX/85
tertanggal 27 September 1985 perihal Permohonan Izin Usaha
Sewa Beli (Hire Purchase). Disusul lagi dengan surat
No.719/Binus-3/VIII/1986 tertanggal 8 Agustus 1986 yang
mempetjelas tentang izin usaha Sewa Beli juga pengertian Sewa
Beli (Hire Purchase) dan Jual Beli Angsuran yang didasarkan
pada SK No.34/Kp/11/80.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa

tidak semua perusahaan dapat menjalankan usaha sewa beli.
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4.1.1.2.

Perusahaan yang dapat menjalankan usaha sewa beli hanya
perusahaan yang telah mendapat ijin instansi yang ditunjuk oleh

pemerintah.

Konsumen/Pembeli

Setiap usaha mempunyai resikonya masing-masing,
Resiko yang sering dihadapi oleh pengusaha dalam pelaksanaan
perjanjian sewa beli kendaraan sepeda motor adalah macetnya
pembayaran cicilan dari konsumen karena berbagai alasan,
Resiko usaha dalam praktek sulit dihindari, namun pengusaha
selalu berusaha menekan resiko usaha sekecil mungkin. Salah
satu usaha untuk mgnekan resiko usaha yang dilakukan oleh
penjual (pengusaha) dalam perjanjian sewa beli kendaraan
sepeda motor adalah melakukan seleksi yang ketat terhadap
calon konsumennya.

a. Syarat-syarat Konsumen

Untuk dapat diterima sebagai konsumen (pembeli) dalam

perjanjian sewa beli, seorang konsumen wajib memenuhi

beberapa persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan sewa

beli, antara lain :

1) Mempunyai penghasilan tetap, yang dibuktikan dengan
slip gaji atau keterangan penghasilan dari tempat ia

bekerja; |
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2) Memiliki dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) suami isteri.

3) Menyerahkan fotocopy
(a) Kartu Keluarga (KK):

(b) Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

(¢) Bukti pembayaran Rekening listrik bulan terakhir;

4) Membayar uang muka (Down Payment) sesuai yang
ditentukan olch perusahaan sewa beli.

. Proses Perset[ujuan Konsumen atau Pembeli.

Sebelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan
dari seorang calon pembeli, perusahaan memeriksa
kebenaran data atau dokumen yang diserahkan  dan
menganalisa kemampuan calon pembeli untuk membayar
cicilan kendaraan yang akan dibelinya dengan melakukan :

1) Kunjungi’m secara langsung ke alamat rumah calon
pembeli guna mencocokkan data yang diterima dengan
keadaan senyatanya di lapangan serta melakukan
interview kepada calon pembeli untuk menggali
keterangan tentang hal-hal sebagai berikut;

(@) Pekerjaan atau sumber penghasilan yang dipakai

untuk membayar cicilan;

(b) Pengeluaran atau biaya-biaya rutin yang harus

dilekuarkan setiap bulan, Misalnya untuk keluarga,
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2)

3)

4)

bayar utang, pembayaran rekening listri, telpon, dan
sebagainya.

() Status kepemilikan rumah tinggal (milik sendiri,
menyewa, punya orang tua/keluarga, dan
sebagainya).

(d) Bilé masih ragu atas kebenaran keterangan yang
diberikan oleh calon pembeli, dapat juga
menanyakan kepada tetangga atau relasi calon
pembeli.

Jika menurut petugas yang melakukan kunjungan

permohonan dari calon pembeli layak untuk diterima,

maka petugas tersebut mengusulkan (secara lisan) kepada
atasannya untuk menyetujui  atau mengabulkan
permohonan tersebut.

Setelah permohonan disetujui atau dikabulkan oleh

pejabat yang berwenang, maka petugas yang ditunjuk

mempersiapkan pexjahjian dengan mengisi formulir
perjanjian sewa beli (contract standard).

Selanjutnya pembeli minta untuk membayar DP dan

kemudian  dilanjutkan dengan  penandatanganan

Perjanjian Sewa Beli.

5)

Dengan | ditandatanganinya Petjanjian Sewa Beli,

kendaraan sepeda motor dapat dibawa langsung oleh
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pembeli atau diserahkan oleh perusahaan di rumah
pembeli,

6) STNK setelah selesai diurus diserahkan kepada pembeli,
sedangkan BPKB selama harga belum Iunas tetap

disimpan oleh peruasaan sewa beli (dealer).

4.1.1.3. Permasalahan yang sering Timbul dalam Pelaksanaan Sewa Beli

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli ada beberapa

permasalahan yang sering terjadi, diantaranya adalah :

1) Wanprestasi dari pihak konsumen/pembeli dengan berbagai
sebab.

2) Timbuinya keadaan memaksa (Overmacht) yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan prestasi sesuai vang diperjanjikan.

3) Kendaraan hilang sebelum sewa beli lunas dengan berbagai
sebab. Misalnya karena perampasan atau kecurian.

4) Pengalihan sewa beli oleh pembeli tanpa sepengetahuan

pihak penjual.

5) Penarikan kembali  kendaraan oleh penjual  apabila
pembayaran cicilan mengalami tunggakan,
4.1.2. Pembahasan
Menurut Subekti, suatu Perjanjian adalah suaty peristiwa di mana
| seseorang berjanji kepada seorang lain atau lebih atau di mana dua orang
; itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini,

timbuilah suatu hubungan antara dua orang tersebut yahg dinamakan




perikatan, Perjanjian itu menimbulkan perikatan antara dua orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan
atau ditulis. Dengan demikian, .hubungan antara perikatan dan perjanjian
adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. >
Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut
sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itu, Karena hubungan antara dua orang atau dua pihak
tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang
itu dijamin oleh hukum at‘lau undang-undang, *'
J.Satrio mengemukakan, bahwa petjanjian menimbulkan dan berisi
~ ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan
perkatan lain, perjanjian berisi perikatan. >
. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa “semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan “semua”, maka menurut

Subekti pasal tersebut seolah-olah berisikan Suatu pernyataan kepada
masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa

dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat

* R.Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cir, hal.1.
*! Ibid,

52 Isatrio, Hukum Perikatan, Perikaton Yang Lahir dari Perjanjian, PT.Citra Aditya Bakdti,
Bandung, 1995, hal.s.
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mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan kata
lain : Dalam soal pexjanjlan kita diperbolehkan membuat undang—undang
bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian hanya berlaku,

apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam
perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.

Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa “Untuk
sahnya suatﬁ perjanjian diperlukan empat Syarat : 1. sepakat mereka yang
mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu
hak tertentu; 4. suatu sebab yang halal”. Sedangkan Pasal 1321
KUHPerdata menyatakan bahwa “tiada sacpakat yang sah apabila sepakat
itu diberikan kerana kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau
penipuan®,

Perjanjian sewa beli dalam praktek dimuat dalam standard form
contract atau formulir perjanjian baku. Dalam perjanjian di mana bentuk,
syarat atau isi yang dituangkan dalam klausula-kiausula telah dibuat
secara baku (standard contract), maka posisi hukum pembeli tidak leluasa
dalam mengutarakan kehg:ndaknya. Hal ini téljadi karena pembeli tidak
mempunyai kekuatan menawar (bargaining power). Dalam petjanjian
baku “pembeli disodori ' perjanjian dengan syarat-syarat yang telah
ditetapkan sendiri oleh' penjual. Sedangkan pembeli hanya dapat
mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu, umpamanya tentang harga,
tempat penyerahan barang dan cara pembayaran, di mana hal inipun bila

I
dimungkinkan oleh penjual. Tentang esensial dalam perjanjian,
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umpamanya, mengenai isi atau pembatalan perjanjian, tidak dapat ditawar

lagi.*?

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus
ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau
dengan kata lain, apa saja: hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Jadi, pelaksanaan suatu perjanjian merupakan perwujudan dari
kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya di antara para pihak, karena
perjanjian sewa-beli kendaraan sepeda motor, di dalamnya meliputi
berbagai proses yaitu mulai dari proses pengajuan perjanjiannya antara
calon debitur dengan calon kreditur, bagaimana mekanismenya serta
bagaimana proses pembuatan bentuk akta perjanjiannya dan juga
bagaimana pelaksanaan prestasi (kewajibannya dari para pihak), yang
dalam pelaksanaanya dapat saja mengalami  peristiwa yang dapat

menyebabkan terhalangnya suatu proses pemenuhan prestasinya.

Hambatan atau ghnggﬁan tersebut dapat berasal dari kesalahan
salah satu pihak secara disengaja maupun yang sudah diperkirakan
sebelumnya serta adanya hal-hal di Iuar kontrol atau kemampuan dari para
pihak, sehingga akan menimbulkan suatu permasalahan baru yang
mungkin dapat diselesaikan secara intern diantara para pihak misalnya
karena kejadian tersebut memang sudah diperjanjikan sebelumnya atau

bahkan harus diselesaikan dimuka pengadilan atau dengan kata lain

% $ri Gambir Melati Hatta, Op.Cit,, hal.7.
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diperlukan  peran  dari Penegak Hukum untuk membantu
menyelesaikannya,

Sedangkan hal-hal diluar kontrol yang dapat menyebabkan adanya
persengketaan sering disebut dengan Overmacht, yaitu keadaan dimana
seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya disebabkan adanya
peristiwa diluar kekuasaan atau kemampuannya yang menimpa barang

yang dimaksud pada perjanjian.

4.1.2.1. Cara-Cara Penvelesaian Atas Terjadinya Wanprestasi Dari Para Pihak

Wanprestasi yaitu*suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak
memenuhi prestasi atau kewajiban atau lalai tidak memenuhi prestasi,
terlambat memenuhi prestasi, memenuhi akan tetapi tidak sesuai dengan
yang diperjanjikan.>*

Berdasarkan hasil penelitian, peristiwa wanprestasi yang sering
terjadi dalam praktek sewa-beli kendaraan sepeda motor, yang dilakukan
oleh pihak penyewa beli, yaitu masalah keterlambatan pembayaran uang
sewa (yang dalam hal ini oleh pihak kreditur tetap diperhitungkan sebagai
vang angsuran) pada tiap-tiap bulannya, yang kemudian disusul oleh
masalah pemindahtanganan obyek perjanjian sebelum selesainya masa
angsuran oleh pihak debitur, dan yang berikutnya adalah masalah
pembatalan perjanjian seblagai akibat dari tidak dapat dipenuhinya prestasi

oleh pihak debitur untuk selamanya. Sedangkan wanprestasi yang

* Ibid., hal21.
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dilakukan oleh pihak kreditur (dalam hal ini adalah dealer dan dapat pula
oleh pihak lessornya) dapat dikatakan dengan minim sekali tetapi oleh
pihak debitur sebagai konsumen dianggap melakukannya yaitu dalam
kasus pengenaan denda atas keterlambatan angsuran yang sering berubah-
ubah tingkat persentasenya yaitu tidak sama besarnya jumlah atau
besarnya uang administrasi yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur
sebagai biaya atas pengurusan administrasi (dalam hal ini berkas-

berkasnya) yang harus dibukukan oleh pihak kreditur untuk

' mempermudah pengurusannya.,

Menurut Subekti, j‘wanprestasi yang sering terjadi dalam berbagai
perjanjian adalah bila para pihak tidak melakukan apa saja yang telah
diperjanjikan atau ingkar Jjanji, melanggar perjanjian atau melakukan
sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dan hal-hal lain yang masih
berhubungan dengan masalah ingkar Jjanji.

Bila pendapat dafi Subekti tersebut diatas dijadikan janji dalam
bentuk urutan maka beliau mengkategorikannya sebagai berikut, yaitu
wanprestasi yang dapat dilakukan debitur ataupun kreditur adalah :

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan.
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya. tetapi tidak sebagaimana
yang dijanjikan, dan

¢. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

d. Melakukan sesuatu yang menurut petjanjian tidak boleh dilakukannya.
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Dari ketiga bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka
dapat disesuaikan kategorinya menurut pendapat dari Subekti adalah
sebagai berikut, dalam masalah keterlambatan pembayaran yang angsuran
pada tiap-tiap bulannya, maka hal ini termasuk memenuhi kriteria
wanprestasi dalam ketegori ketiga yaitu debitur melakukan sesuatu yang
dijanjikan tetapi terlambat. Kemudian masalah pemindahtanganan obyek
perjanjian sebelum selesainya masa angsuran masuk dalam rumusan
keempat yaitu melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

Bentuk wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak kreditur
yaitu tidak tetap (konstannya) persentase atau besarnya jumlah denda atas
keterlambatan pembayaran dari kreditur serta besarnya uang administrasi
yang berubah-ubah pada tiap-tiap tahun yang berbeda-beda (disesuaikan)
pertahunnya. Jika dimasﬁkkan dalam rumusan tersebut diatas termasuk
dalam rumusan ketiga yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi
tidak sebagaimana mestinya.

Penentuan apakah seorang debitur itu sudah termasuk dalam
kategori wanprestasi, menurut ketentuan dalam KUHPerdata, yaitu seperti
vang disebutkan dalam Pasal. 1238, yang berbunyi :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau
dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi
perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang
akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata ini maka dapat dikatakan

bahwa debitur jelas-jelas melakukan wanprestasi apabila ia benar-benar
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telah mendapatkan surat pernyataan lalai (dalam hal ini) surat
pemberitahuan tunggakan angsuran dari pihak dealer kepada debitur. Serta
karena lewatnya waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran angsuran.
Terhadap tejadin;/a wanprestasi, khususnya dalam hal wanprestasi
yang berupa keterlambzi!;an pembayaran uang angsuran maka dalam
praktek di lapangan sehaﬁ- schari biasanya dikenakan sanksi yang berupa
pengenaan denda yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh penjual
dalam bentuk perjanjian baku (contract standard) dengan prosentase yang
sangat tinggi dan jauh di atas bunga bank. Misalnya PT.Tunas Dwipa
Mafra mengenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar
1% (satu persen) per hari atau sama dengan 30% perbulan. Penentuan
secara sepihak denda yang sangat tinggi (tidak wajar), jelas bertentangan
dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian  sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Selanjutnya terhadap bentuk wanprestasi yang kedua pemindahantanganan
obyek perjanjian (kendaraan sepeda mofor) sebelum selesai atau lunasnya
masa angsuran kepada pihak ke III tanpa sepengetahuan pihak
krediturnya, maka proses penyelesaiannya akan berdasarkana atas adanya
isi perjanjian dimuka. Sebagian besar isi perjanjian tersebut jelas-jelas
melarang hal tersebut. Sebagai tindak lanjutnya dealer akan menarik
kembali obyek perjanjian dari pihak ke II, dan urusan kepada pihak ke IIT
tadi menjadi tanggungan wanprestasi tadi. Selanjutnya dijelaskan pula bila

pihak ke III tersebut tetap bersikeras mempertahankan obyek perjanjian
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yang ada padanya, maka debitur dapat pula menempuh upaya melalu jalur
hukum,

Menurut Purwahid Patrik atas terjadinya wanprestasi dalam suatu
perjanjian maka kewajiban ~kewajiban debitur atas perbuatannya harus :>

a. Mengganti kerugian.

A

b. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhi
kewajiban menjadi tanggung jawab debitur.

c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, krediutur
dapat meminta pembatalan (pemutusan) atas perjanjian tersebut,

! Atas pengenaan denda kepada debitur yang besarnya seperti

tersebut diatas maka hal ini berarti telah memenuhj rumusan yang pertama

dari pengertian teori diatas, yaitu debitur wajib mengganti kerugian.

Selanjutnya dijelaskan oleh Purwahid Patrik, bahwa atas terjadinya

! wanprestasi pula pihak kreditur dapat menuntut kepada debitur: untuk

memenuhi 5 kemungkinér} yaitu :

a. Dapat menuntut pembatalan perjanjian,
b. Dapat menuntut pemenuvhan peljanjién,
¢. Dapat menuntut penggantian kerugian,

d. Dapat menuntut pembatalan sekaligus pengganti kerugian,

% Purwahid Patrik, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-undang, Jurusan Hukum
Perdata, Universitas Diponegoro, Semarang, 1992, hal.23.
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¢. Dapat menuntut pemenuhan sekaligus pengganti kerugian, atas apa
yang telah dilakukan (dipreiktekkan) kreditur terhadap keterlambatan
yang dilakukan debitﬁr.

Wanprestasi selanjutnya yaitu pemutusan perjanjian yang dapat
terjadi atas inisiatif dari I:aihak kreditur maupun dari pihak debitur. Alasan
yang mendasari pemutusan oleh pihak debitur yaitu karena
ketidakmampuannya dalam hal pembayaran besarnya uang angsuran
schingga ia memutuskan untuk mengakhiri perjanjian  selamanya.
Sedangkan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh pihak kreditur dapat
disebabkan karena akibat dari perbuatan debitur kepada pihak ke III,
sehingga kreditur merasa khawatir bahwa obyek perjanjiannya akan
digelapkan oleh pihak ke IIT tersebut. Hal seperti ini seringkali dilakukan
oleh kreditur meskipun pihak debitur nyata-nyata masih sanggup untuk
membayar angsuran pada tiap-tiap jatuh tempo pembayarannya. Cara
penyelesaian atas pembelian ini memenuhi rumusan (point). yang keempat
dari Pendapat Purwahid Patrik diatas yaitu kreditur dapat menuntut
pembatalan sekaligus kerugian. Mekanisme penyelesaiannya terhadap
kasus seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pihak debitur
dapat menjual kepada pihak luar atas obyek perjanjiannya. Selanjutnya
hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup kekurangan
angsuran kepada pihak kreditur, sedangkan kelebihannya merupakan hak
dari debitur. Cara kedua adalah dengan cara menyerahkan langsung

kepada kreditur (dealer) untuk selanjutnya untuk dihargai oleh dealer
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tersebut dengan harga yang berlaku umum dipasaran, selanjutnya hasil
penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup sisa kekurangan angsuran
sedangkan selebihnya dikembalikan pada pihak debitur. Proses
pembatalan yang kedua yaitu atas inisiatif dari kreditur semata-mata hanya
untuk tindakan preventif. (pencegahan) meskipun uang angsuran tetap
dibayarkan oleh debitur tepat sesuai dengan tanggal Jatuh temponya, tetapi
karena obyekn}\/a sudah dipindahtangankan, maka pembatalan tetap saja
dilakukan oleh kreditur sehingga hal ini memenuhi rumusan yang pertama
yaitu pemutusan perjanjian tanpa mengganti kerugian karena debitur

" masih memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat pada waktunya.
Mengenai, masalah penyelesaian sisa kekurangan angsuran bila dibatalkan
secara tiba-tiba oleh kreditur hal ini tetap saja akan dapat dilakukan seperti
bila terjadi pemutusan oleh debitur diatas juga dengan menggunakan
perhitungan seperti tersebut di atas.

Wanprestasi yang terakhir, yaitu yang dilakukan oleh kreditur
sendiri, yaitu masalah tidak sama besarnya uang denda atas keterlambatan
dari debitur serta besamya} biaya administrasi yang harus disesuaikan tiap
tahunnya, seting dikeluhkan oleh para konsumen sebagai pihak
debiturnya. Karena menurut pihak debitur ia terpaksa terlambat
melakukan kewajibannya yaitu pembayaran angsuran karena keadaan
diluar keinginannya. Jadi bukanlah semata-mata ia lalai. Tindakan tidak
tetapnya denda yang ditentukan oleh kreditur ini termasuk wanprestasi

“melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang
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dijantikannya”. Praktek yang dilakukan oleh Kreditur ini termasuk praktek
“bunga berbunga”,
Sebagian besar pihak dealer sebagai kreditur menjelaskan bahwa

hal tersebut terpaksa dikenakan terhadap debitur yang terlambat

- membayarkan angsurannya karena adanya beberapa pertimbangan yaitu

diantaranya agar memberikan pengertian bahwa keterlambatan
pembayaran yang terjadi tidak dibiarkan berlarut-larut dan tidak
membiarkan debitur meremehkannya. Persoalan bunga berbunga menurut
KUHPerdata ini memang jelas-jelas dilarang sesaui dengan Pasal 1251
KUHPerdata yang berbunyi sebagi berikut :
Bunga dari uang pokok yang dapat ditaggih dapat pula menghasilkan
bunga, baik karena suatu permintaan di muka pengadilan maupun
karena suatu persetujuan khusus asal saja permintaan atau persetujuan
tersebut mengenai bungan yang harus dibayar untuk satu tahun.
Maksud dari hal ini adalah untuk melindungi debitur namun hal ini
tetap saja dipraktekan dalam pengenaan denda. Kelemahan debitur dalam
menolak hal ini adalah hampir-hampir tidak bisa karena meskipun tidak
dengan jelas disebutkannya pemberian secara bunga berbunga tetapi
dikarenakan pada hakekatnya pihak debitur adalah lemah dalam ikut serta
menentukan pokok-pokok isi perjanjiannya, karena jika dikaji lebih

mendalam perjanjian ini merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak,
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4.1.2.2.Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hal Terjadinya Peristiwa Overmacht

Force Majeurs)

Pada umumnya tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan
adalah menjadi tanggung jawab dari debitur apabila ia baik karena sengaja
maupun kelalaiannya tidai( memenuhinya. Dengan perkataan lain debitur
yang karena kesalahannya tidak memenuhi prestasi ia harus bertanggung
gugat untuk prestasi. Tetapi apabila debitur tidak memenuhi prestasi
karena tidak ada kesalahan maka kita berhadapan dengan keadaan
memaksa yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya. Dengan
demikian sesuai dengan Pasal 1244 dan pasal 1245 dapat disimpulkan
bahwa keadaan memaksa adalah bahwa debitur terhalang dalam
memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga Iebih dulu
dan tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, maka debitur dibebaskan
untuk mengganti biaya rugi dan bunga.

Dalam praktek secwa beli kendaraan sepeda motor, peristiwa
overmacht yang sering terjadi adalah banyak disebabkan oleh karena
factor-faktor diluar kesadaran dari pihak debitur yaitu faktor karena
perbuatan orang lain dan karena keadaan alam, secara lebih konkritnya
peristiwa overmacht yang dapat menyebabkan terhalangnya kewajiban
debitur dalam pemenuhan kewajibannya yaitu misalnya peristiwa

kecelakaan lalu lintas, musnahnya obyek perjanjian yaitu karena hilang,

bencana alam, terjadinya huru hara dan sejenisnya.
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Dan sebagai pertanggungjawaban dari terjadinya hal-hal tersebut
di atas maka kreditur juga telah .meyiapkan cara untuk mengatasinya yang
secara umum hal ini jarang sekali dicantumkan dalam perjanjian.
Prof. Subekti, menggolongkan terjadinya overmacht sebagai
berikut : .
a. untuk sementara waktu.
b. untuk seterusnya.
c¢. dikarenakan perbuatan orang lain.
d. karena keadaan alam, dan
e. karena salah perhitungan
Bila dikaji secafa mendalam maka contoh-contoh terjadinya
overmacht secara konkrit tadi sudah memenuhi kelima rumusan menurut
pendapat Prof. Subekti tersebut diatas.
Sebagai akibat terjadinya Overmacht ini secara teoritis dapat
dikelompokan sebagai berikut :
a. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada overmacht
sementara sampai berakhirnya keadaan overmacht).
b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1224
KUHPerdata).
c. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian.
d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.
Sedangkan bila kasus seperti pada contoh diatas bila dimasukan menurut

ajaran (teori-teori) dari overmacht berupa :
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a. Ajaran Overmacht Obyektif atau ketidakmungkinan yang mutlak itu
bahwa terjadinya overmacht tersebut pemenuhannya tidak mungkin
dilakukan oleh semua orang.

b. Ajaran Overmacht Subyektif atau ketidakmungkinan yang relatif, yaitu

bahwa pemenuhan prestasinya tidak dapat dilakukan oleh beditur itu

sendiri.

Maka juga telah memenuhi rumusan kedua ajaran diatas.

Menurut penjelasan dari beberapa dealer dikatakan bahwa dalam |

hal terjadinya overmacht ‘seperti pada contoh-contoh tersebut diatas oleh
pihak kreditur tetap dikenakan denda bila oleh karenanya debitur menjadi
terlambat dalam memenuhi kewajibannya tetapi besarnya denda tidaklah
sebesar atau sama dengan besarnya denda keterlambatan bila tidak terjadi
suatu overmacht. Besarnya denda hanya dikenakan separuh dari ketentuan
dan berarti hanya menjadi 3% perbulannya. |

[tupun dengan catatan bahwa prestasi dari debitur yaitu dalam hal
pembayaran angsuran pada’ bulan-bulan sebelumnya relatif baik dan
lancar, Dalam hal terjadinya overmacht yang bersifat atau sesuai dengan
teori obyektif maka biasanya akan diminta oleh kreditur berupa
pembatalan perjanjian disertai perhitungan besarnya kekurangan angsuran
vang belum terbayarkan. Sedangkan bila overmacht tersebut bersifat
Subyektif maka pemenuhan oleh pihak debitur untuk membayar denda
baru akan dimulai setelah berakhirnya keadaan overmacht. Sebagai contoh

bila overmacht tersebut berupa kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan
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rusaknya kendaraan tersébut maka pembayaran denda keterlambatannya
angsuran pokok baru dike;nakan setelah normalnya kendaraan itu,

Bagi pihak debitur sebagai konsumen seringkali merasa terkejut
dengan dikenakannya ia \terhadap denda akibat Overmacht ini karena
sebagian besar mercka tidak begitu menyadari akan hal ini dan
kebanyakan pula masalah ini tidak atau jarang disebutkan (dicantumkan)
dalam perjanjian sewa beli.

Munculnya masalah tersebut diatasn lebih banyak disebabkan
karena tidak adanya kesadaran dari para pihak untuk mencantumkan
masalah Overmacht dalam perjanjian mereka sebelumnya. Sebagai
akibatnya bila terjadi hal semacam ini akan menimbulkan suatu
perselisihan diantara mereka. Untuk menghindari hal yang demikian
sebaiknya perjanjian sewa beli dibuat secara otentik di hadapan Notaris
sebagai pihak yang oleh undang-undang ditunjuk untuk itu, tetapi
seringkali hanya dibuat secara dibawah tangan yaitu bentuk perjanjian
yang hanya ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya
tambahan penguat dari Notaris. Maka hal yang seperti ini dapat
menjadikan  kesukaran dalam pembuktiannya karena kekuatan
pembuktiannya adalah lemah. Dan hal yang seperti ini berakibat
menimbulkan sengketa seperti pada kasus Overmacht ini.

Selanjutnya terjadinya persengketaan akibat dikenakannya denda
atas terjadinya Overmacht kepada debitur lebih disebabkan oleh karena

lemahnya peran debitur dalam ikut menentukan isi perjanjian dimana ia
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secara tepat bersedia menandatangani perjanjian sewa-beli kendaraan
sepeda motor tersebut tanpa pertimbangan apakah ia mampu untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sehingga bila terjadi Overmacht dan
ia benar-benar dikenakan,denda ia menjadi terbebani. Berdasarkan atas
aturan-aturan dalam KUHPerdata yang disebutkan bahwa atas terjadinya
overmacht seperti ini maka terdapat dua teori yang relevan yang dapat
menyalahkan tindakan dari pihak kreditur tadi, yaitu :

a. Pihak debitur digugurkan kewajibannya dalam mengganti rugi.

b. Gugurnya kewajiban berprestasi dari pihak debitur.

Dengan berlandaskan dari dua teori seperti ini saja maka jelas
bahwa tindakan pihak kreditur untuk tetap rﬁengenakan denda terhadap
peristiwa overmacht dari- debitur adalah menyalahi ketentuan. Tetapi
debitur juga lengah karena menandatangani perjanjian yang telah

merugikannya.

4.2. Perlindungan Hukum Bagi XKonsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli

dilihat dari aspek keabsahan perjanjian dan perlinduagan konsumen

4.2.1. Perjanjian Sewa Beli Termasuk Perianjian Baku (Standard Contract)

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya™.

Dengan menekankan pada perkatgan “semua”, maka menurut

Subekti pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada
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masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang
berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu
mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.
Atau dengan kata lain : ﬁalam soal perjanjian, kita diperbolehkan
membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari Hukum
Perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak
mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang
kita adakan itu.

Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : (1) sepakat
mereka yang mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu
petjanjian; (3) suatu hak tertentu; (4) suatu sebab yang halal”.
Sedangkan Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiada
sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan kerana kekhilafan,
atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”,

Perjanjian sewa beli dalam praktek dimuat dalam standard
Jorm contract atau formulir perjanjian baku. Dalam perjanjian di
mana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausula-
klausula telah dibuat secara baku (standard contract), maka posisi
hukum pembeli tidak leluasa dalam mengutarakan kehendaknya. Hal
ini terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan menawar
(bargaining power). Dalam perjanjian baku pembeli disodori

perjanjian dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sendiri oleh
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oleh penjual. Sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan
perubahan pada hal-hal tertentu, umpamanya tentang harga, tempat
penyerahan barang dan cara pembayaran, di mana hal inipun bila
dimungkinkan oleh penjual. Tentang esensial dalam perjanjian,
umpamanya, mengenai isi atau pembatalan perjanjian, tidak dapat
ditawar lagi.:56

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus
ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut,
atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing
pihak.

Penggunaan perjanjian baku dalam bidang perdagangan tidak

lain adalah sebagai wujud dari kebebasan individu dari setiap

pengusaha untuk menyatakan kehendak dalam menjalankan
usahanya.

Dengan semakin lajim digunakannya perjanjian baku dalam
transaksi-transaksi  perdagangan, memperlihatkan ~ adanya
kecenderungan bahwa asas kebebasan berkontrak semakin sulit
dipertahankan lagi, oleh karena pihak yang kuat akan selalu dapat
menekan pihak yang lemah untuk dapat menerima ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak yang kuat

tersebut.

% Sri gambir Melati Hatta, Op.Cit., hal.7.
~
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Kebebasan berkontrak dapat terwujud jika para pihak dalam
perjanjian baku mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran
yang relatif seimbang.

Johannes Gunawan menyimpulkan bahwa penggunaan
perjanjian baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang
atau bahkan tidak dapat terwujud. Kebebasan yang kurang atau tidak
dapat diwujudkan tersebut adalah :

1. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian,
karena perjanjian baku selalu berbentuk tertulis. |

2. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, karena
dalam perjanjian baku smumnya isi perjanjian telah ditetapkan
terlebih dahulu oleh salah satu pihak.

3. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan
perjanjian, karena semua perjanjian baku cara pembuatannya
telah ditetapkan oleh salah satu pihak.

Lebih lanjut Johannes Gunawan mengemukakan, bahwa
kebebasan yang masih dapat terwujud dalam perjanjian baku
hanyalah :

o Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia akan

membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
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0 Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia
akan membuat suatu perjanjian.”’

Dari kesimpulan tersebut terlihat dengan jelas bahwa dalam
perjanjian baku, kebebasan berkontrak justru tidak terwujﬁd dalam
masalah yang esensial dari suatu perjanjian. Meﬁetapkan isi, bentuk
dan cara pembuatan suatu perjanjian adalah bagian esensial dari
pembentukan suatu perjanjian. Sehingga jika kebebasan yang dapat
diwujudkan hanya tinggal 2 (dua) unsur saja dari 4 (empat) yang
dipersyaratkan untuk lahirnya suatu perjanjian, maka menurut hemat
penulis syarat sahnya perjanjian tersebut belum terpenuhi. Perjanjian
yang dibuat tanpa memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian tentu
tidak menimbulkan perikatan.

Selanjutnya dikemukakan oleh JoharmesiGunawan, bahwa
jika asas kebebasan berkontrak tetap ingin di anut dan ditegakkan,
terutama dalam rangka penyusunan Hukum Perjanjian Nasioﬁal di
masa mendatang, maka pengertian dari asas kebebasan berkontrak
perlu dirumuskan kembali mengingat penggunaan perjanjian baku

tidak dapat dibendung sebagai akibat logis dari akselerasi

pembangunan yang berencana.

% Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanfian Standar Dan Implementasr‘hya Pasa Asas
Kebebasan Berkontrak, Majalah Pro Justitia, Universitas Katolik Parahyangan, bandung, 1987,

hal.58.
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4.2.2.

Klausula Dalam Perjanjian Baka vang Dapat Memberatkan

Konsumen

Penelitian menunjukkan bahwa di dalam perjanjian sewa beli
ternyata hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang, dalam arti
beberapa ketentuan lebih menguntungkan kepada pihak pemilik atau
penjual. Umpamanya berkaitan dengan klalllsula jatuh tempo,
kewajiban membayar sekalipun, percepatan pembayaran, denda
keterlambatan pembayaran, asuransi, pengambilan kembali barang
oleh pembeli, kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, pengakhiran
perjanjian tanpa putusan hakim.

Ketentuan-ketentuan yang memberatkan pihak konsumen
dalam perjanjian baku dapat berupa pencantuman syarat yang
membatasi atau meniadakan tanggung-jawab sepihak, yaitu pihak
pembuat perjanjian (kreditor atau produsen). Dicantumkannya
klausula yang membatasi, mengecualikan atau bahkan meniadakan
tanggung jawab produsen ini menyebabkan perjanjian baku sering
dituding sebagai perjanjian yang tidak adil.

Klausula yang membatasi atau meniadakan tanggung jawab
kreditor atau produsen atas resiko-resiko tertentu yang mungkin
timbul dikemudian hari, biasa disebut dengan istilah klausula

eksonerasi atau exemption clause.” i

58 bid, hal.71.
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Adapun klausula-klausula yang sering dijumpai dalam
perjanjian sewa beli, yang cukup memberatkan bagi pembeli antara

lain sebagai berikut :

a. Klausula “Jatuh Tempo” atan “Menggugurkan®

Salah satu ciri atau karakter dalam perjanjian sewa beli
yang menonjol selain adanya penundaan peralihan hak milik
adalah syarat “jatuh tempo” atau “menggugurkan™ (verval
clausule). Syarat ini sesungguhnya merupakan akibat dari adanya
karakter utama dari sewa beli yaitu syarat penundaan peralihan
hak.

Dengan kondisi hak milik masih di tangan penjual
meskipun barang sudah beralih ke tangan pembeli
mengakibatkan status barang selama masa pembayaran angsuran
dianggap scbagai “sewa”.

Keadaan demikian memberi peluang kepada penjual untuk
melindungi dirinya dan sebagai pengamanan apabila terjadi
wanprestasi dari pembeli misalnya pembeli tidak melaksanakan
pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan. Oleh karena itu,
keadan ini dipergunakan oleh penjual untuk membuat syérat
“dapat menarik barang objek perjanjian” yang berakibat pada

uang yang dibayarkan sebelumnya.
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Dengan  tidak  memperhatikan -sebab  musebab
keterlambatan pembayaran dari pembeli, penjual dengan seketika
dapat menyatakan membatalkan perjanjian dan berhak menarik
kembali barang yang menjadi obyek perjanjian.

Klausula atau syarat menggugurkan ini . dianggap
merupakan syarat yang tidak seimbang dan keberadaannya hanya
menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Hal ini
merupakan syarat yang tidak memberikan gambaran adanya
bargaining power yang sama bagi para pihak. Syarat

“menggugurkan” ini merupakan syarat yang tidak seimbang.

. Klausula “dapat dituntut® pembayaran sekaligus dan
seketika
Dalam penelitian yang dilakukan terhadap kontrak-kontrak

atau perjanjian sewa beli dari beberapa dealer yang ada di kota
Bandar Lampung, pada umumnya mencantumkan kewajiban
 pembeli untuk membayar sekaligus dan scketika sisa
pembayaran, sehingga pembeli kehilangan hak untuk membayar
angsuran manakala terjadi hal-hal tertentu. Salah satu bunyi
klausula tersebut di atas adalah sebagai berikut :
“Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat 2 di
atas, maka PIHAK PERTAMA berhak menagih sisa harga
tersebut berikut ongkos-ongkos lain sehubungan dengan
tagihan tersebut, yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA

kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian sewa
beli ini seketika dan sekaligus bilamana :
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a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang
termaktub dalam Perjanjian ini terutama akan tetapi tidak
terbatas  bila mana PIHAK KEDUA membayar
sebagaimana mestinya salah satu angsuran pembayaran
seperti yang telah ditetapkan dalam ayat 2 Surat
Perjanjian ini.

b. Harta kekayaan PIHAK KEDUA baik sebagian maupun
seluruhnya disita oleh PTHAK LAIN.

¢. Harta kekayaan PIHAK KEDUA tersebut mundur
sedemikian rupa, sehingga semata-mata  menurut
pertimbangan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak
akan mampu membayar sisa angsuran tersebul.

d. PIHAK KEDUA meninggal dunia.

e. PIHAK KEDUA tidak bekerja lagi pada perusahaan dan
apabila PIHAK KEDUA menerima pesangon, maka
seluruh pesangon wajib diserahkan untuk diperhitungkan
dengan sisa harga yang masih terhutang apabila pesangon
tersebut tidak mencukupi, maka sisanya masih tetap harus
dilunasi oleh PIHAK KEDUA.”

Klausula tersebut tidak adil karena penjual tidak
mempertimbangkan alasan-alasan pembeli tidak dapat membayar
sebagaimana diperjanjikan, misalnya hal-hal yang terjadi di luar
kemampuannya seperti : pertama, diberhentikan dari

pekerjaannya secara tiba-tiba, kedua, meninggal dunia, dan

ketiga, tidak dapat bekerja karena sakit.

Klausula “denda®

Pada perjanjian sewa beli, klausula ataul syarat tentang
denda hampir merupakan kebutuhan utama atau syarat yang
tidak pernah ketinggalan. Sebab penjual di dalam pembuatan
perjanjian, selalu mengantisipasi keadaan seandai nantinya

terjadi keterlambatan pembayaran.
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Ketentuan mengenai denda yang dibebankan kepada
pembeli karena keterlambatan pembayaran angsuran, dalam
perjanjian sewa beli menunjukkan ketidakadilan karena besarnya
denda tersebut jauh di atas bunga bank yang normal. Nampak
kecendrungan penjual mengambil keuntungan dari denda
tersebut.

Sebenarnya klausula denda adalah bertujuan untuk
menghindarkan agar pembeli tidak terlambat dalam
melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran.

Salah satu contoh klausula denda yang ditentukan oleh PT.
Tunas Dwipa Matra adalah sebagai berikut :

“PIHAK KEDUA berkewgjiban untuk melakukan

pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan

yang termakitub dalam pasal 2 ayat 2, selambat-lambatnya
tanggal ............ tiap bulan. Keterlambatan pembayaran
tersebut di atas dikenakan denda 1 % (satu persen) sehari,
sampai batas maksimum 10 % (sepuluh persen) perbulan
dengan tidak membebaskan kewajiban sesuai Pasal 1 ayat

2. "

Besarnya denda yang ditentukan sepihak oleh penjual
sebesar 1% per hari (=30% per bulan) sampai dengan 10%
perbulan (=120% per tahun), jelas tidak wajar serta bertentangan

dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana

dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
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d. Klausula “asuransi”

Dalam perjanjian sewa beli selalu dicantumkan klausula
“asuransi”. Asuransi diwajibkan oleh penjual mengingat bahwa
sejak penandatanganan kontrak resiko telah beralih ke tangan
pembeli. Sedangkan resiko yang dibebankan kepada pembeli
terutama terhadap kendaraan sepeda motor cukup tinggi atau
berat. Oleh sebab itu, untuk mengurangi resiko yang tinggi, yang
juga merugikan penjual, apabila angsuran belum dilunasi,
pembeli wajib mengasuransikan. Schingga apabila terjadi sesuatu‘
maka resiko tersebut dialihkan kepada pihak perusahaan
asuransi.

Dalam praktek, semua resiko dan beban asuransi
diserahkan kepada pembeli, maka seharusnya sifat perjanjian
sewa beli tersebut adalah perjanjian jual beli bukan perjanjian
sewa menyewa. Kalau dimasukkan dalam kategori sewa
menyewa, polis asuransi harus dibayar oleh pemilik barang,
karena menurut -Pasal 1553 KUHPerdata, resiko ada pada
pemilik barang.

Dalam hal ini pembeli selalu mengalihkan hak-haknya (dari
asuransi) kepada penjual. Penjual sering menu’tup asuransi atas
nama pernjual tetapi atas biaya atau tanggungan pembeli (biaya

dan premi). Perusahaan asuransi dalam hal ini ditunjuk secara
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sepihak oleh penjual meskipun yang membayar pembeli. Pada
hal Pasal 6 dari UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian disebutkan bahwa asuransi menganut prinsip
“kebebasan memilih” perusahaan asuransi (free choise). Pembeli
harus bebas menentukan perusahaan asuransi yang akan
dipilihnya.

Undang-undang No.2 Tahun 1992 Pasal 6 menyatakan :

1. Penutupan asuransi atas proyek asuransi harus
didasarkan pada kebebasan memilih penanggung,
kecuali bagi program asuransi sosial,

2. Penutupan objek asuransi sebagaimana dimaksud
dalam  asuransi  harus  dilakukan  dengan
memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi
dan perusahaan reasuransi di dalam negeri.

3. Peraturan lebih lanjut  mengenai  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan
peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, dengan mengharuskan dan menunjuk suatu

perusahaan, ini sudah menyalahi ketentuan undang-undang. Hal
tersebut merupakan pemaksaan kehendak. Klausula tersebut jelas

bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Maka klausula tersebut dapat batal demi hukum.

,  Klausula “Memasuki”

Klausula memasuki, yang berarti memasuki baik
pekarangan, rumah, ruangan dari pembeli di mana barang obyek
penjualan berada. Klausula tersebut bagi penjual untuk

mengantisipasi seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

~
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yang akan merugikan penjual. Misalnya kekhawatiran bahwa
pembeli beritikad tidak baik (¢ kwader rtrouw) dengan
memindah-tangankan tanpa sepengetahuan penjual dan usaha
lain yang merugikan yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran
sesuai perjanjian dan scbagainya. Sebab dalam klausula
discbutkan bahwa penjual atau kuasanya setiap waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu berhak datang dan masuk ke
tempat kendaraan sepeda motor tersebut berada

Sri Gambir Melati Hatta berpendapat bahwa klausul
“memasuki” tersebut seharusnya tidak dicantumkan sebagai
syarat atau klausula dalam perjanjian sewa beli, sebab klausula
tersebut tidak mencerminkan dihormatinya hak-hak pribadi

seseorang.sg

4.2.3. Undang-Undang Perlu Untuk Menciptakan Perjanjian yang
Scimbang

Kebebaasan berkontrak hanya akan mencapai tujuannya bila
par;a pihak memiliki posisi tawar (bargaining power) yang sama
kuat. Bila salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah, maka
besar kemungkinan pihak yang kuat akan menentukan isi kontrak

untuk kepentingannya sendiri, dengan merugikan pihak yang lemah.

5% Sri Gambir Melati Hatta, Op.Cit,, hal.273.

~
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Batas-batas kebebasan berkontrak seperti itikad baik, tidak
melanggar norma-norma kepatutan, perasaan keadilan, akan sulit
diterapkan dalam posisi yang 'tidak seimbang, kecuali dengan
putusan hakim yang adil.®°

Maka untuk mencegah hal tersebut di atas maka negara perlu
campur tangan, melalui peraturan perundang-undangan yang berisi
ketentuan-ketentuan  larangan atau kewajiban vyang harus
dicantumkan dalam perjanjian seﬁa beli.

Di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, perjanjian
baku tidak boleh tumbuh secara liar. Oleh karena itu, menurut
Mariam Darus Badrulzaman perlu adanya penertiban perjanjian baku
yaitu :

a. Pelanggaran oleh penjual (pengusaha) terhadap asas kebebasan
berkontrak yang bertanggung jawab, dalam hukum perjanjian.

b. Mencegah agar penjual, sebagai pihak yang kuat (ekonomi) tidak
mengeksploitasi pembeli sebagai pihak yang lemah
(ekonominya).""

Pembatasan kebebasan berkontrak itu sendiri sesungguhnya
sesuai pula dengan Pancasila sebagai dasar negara yang menganut
asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia

sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat.

 Ibid., hal.151. .
S Mariam Darus Badrulzaman, sebagaimana dikutip oleh Sri Gambir Melati Hatta, Op.Cir,

hal.158.

~
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Dalam alam demokrasi Pancasila tidak diinginkan adanya perjanjian-
perjanjian yang berat sebelah, yaitu yang isinya menindas hak-hak
salah satu pihak oleh pihak lain.%?

Di Indonesia kita ketahui pula adanya tindakan negara yang
merupakan campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh
para pihak. Sebagai contoh yang paling dikenal adalah yang
menyangkut hubungan antara buruh dan majikan/pengusaha.

Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur

masalah perjanjian baku secara utuh dan lengkap. Sampai dengan:

sekarang ini, peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
adalalah peraturan yang mengatur perjanjian baku yang berkaitan
dengan perlindungan konsumen, yaitu ketentuan tentang
pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dalam menawarkan
barang dan jasanya kepada para konsumennya.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-
_undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang
diberlakukan pada tanggal 20 April 2000. Manurut ketentuan Pasal
18 UU No.8 Tahun 1999, pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian yang berisikan :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli dari konsumen;

62 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang ‘Seimbang bagi Para
Pikak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.50.
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3. Menyatakan bahwa pelaku wusaha berhak menolak
penyerahan kembali wang yang dibayarkan atas barang
dan/atau jasa yang'dibeli oleh konsumen;

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang atau pemanfaatan atas jasa yang dibeli oleh
konsumen;

6. Memberi hak kepada pelaku usaha unfuk mengurangi
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen
yang menjadi obyek jual beli jasa;

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang
berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atan pengubahan
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

8. Menyatkan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku
usaha untuk membebankan Hak Tangungn, hak gadai, atau
hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsurai.

Selanjutnya dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang
mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat
atau tidak dapat dibaca jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti.

Dinyatakan pula bahwa setiap klausula baku yang telah
ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang

melanggar undang-undang tersebut dinyatakan batal demi hukum.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap  hasil penelitian
sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesirﬁpulan dan

saran-saran scbagai berikut :

5.1. Kesimpulan :

1. (a) Perjanjian sewa-beli lahir karena kebutuhan dalam masyarakat yang
didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dianut dalamHukum
Perjanjian dan sampai saat ini belum mendapat pengaturan secara
khusus dalam peraturan perundang-undangan.

(b) Perjanjian sewa beli selalu menggunakan perjanjian baku (contract
standard) yang di dalamnya banyak mengandung klausuia yang berat
sebelah (menguntungkan penjual/pengusaha tetapi merugikan dipihak
konsumen atau pembeli) sehingga perlu dikaji kembali.

(c) Analisis yang cermat terhadap calon konsumen/pembeli oleh penjual
dan itikad baik konsumen/pembeli dalam melaksanakan perjanjian sewa
beli merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan perjanjian sewa
beli. |

2. Secara yuridis materiil Perjanjian sewa beli tidak memenuhi persyaratan

sahnya suatu petjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
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KUHPerdata, khususnya syarat subyektif, sehingga terhadap perjanjian

sewa beli tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan.

5.2. Saran-saran:

1. Sebelum memberi persetujuan kepada seorang calon konsumen/pembeli
pihak penjual seyogianya melakukan analisis yang cermat terhadap
karakter, kemampuan membayar angsuran serta status pekerjaan dari
calon konsumen/pembeli, guna menghindari timbulnya masalah dalam
pelaksanaan perjanjian sewa beli.

2, Sebelum perjanjian baku diatur secara khusus dalam Hukum Perjanjian
kita, perlu campur tangan pemerintah dalam menertibkan pemakaian
klausula-klausula yang merugikan konsumen dalam perjanjian baku
khususnya dalam perjanjian sewa beli, karena hal ini menyangkut
masyarakat kebanyakan yang berada pada posisi yang lemah

ekonominya sehingga perlu mendapat perlindungan hukum.

97




DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, Muhammad; Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, PT. Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 1990.
Anwari, Achmad, Leasing Di Indonsia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986

Abdulkadir, Muhammad dan Murniati Rilda, Segi Hukum Lembaga Keuangan
Dan Pembiayaan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2000

Badrulzaman, Martam Darus, Aneka Hukum Bi&nis, Alumni, Bandung, 1994.

Fuady, Munir, Hukum tentang Pembiayvaan dalam Teori dan Praktek, PT.Citra
Adutya Bakti, Bandung 2002.

, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang hukum Bisnis), PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Gunawan, Johannes, Penggunaan Perjanjian Standar dan Implementasinya pada
Asas Kebebasan Berkontrak, Majalah Pro Justitia, Universitas
Katolik Parahyangan, Bandung, 1987.

Gautama, Sudargo, Contoh-Contoh Kontrak Rekes, Surat Resmi Sehari-Hari,
Alumni, Bandung, 1984.

Jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni,
Bandung, 1986.

Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.

Hadisoeprapto, Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan,
Liberty, Yogyakarta, 1984.

Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1982

Hatta, Sri Gambir Melati, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama :
Pendangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia,
Alumni, Bandung, 2000.

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2001, PT.Raja
Grafindo Persada, Jakarta 1991.

Mashudi H dan Chidir Ali Mohammad, Bab-Bab Hukum Perikatan, CV Mandar
Maju, Jakarta, 1985. '

~

98




Muljadi, Kartini dan Widjaja Gunawan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Patrik, Purwahid, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang,
Jurusan Hukum Perdata Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.

, Asas-Asas Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Undip, Semarang,
1982

Prakoso, Joko dan Riadi Lany Bambang, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di
Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Projodikoro R, Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1981.
Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992,

Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1983.

Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1980.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta, 1999.

Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang
bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut
Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Satrio,J, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lﬁhir dari Perjanjian, PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Suryodiningrat, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1982
Sutanto, Suryono, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta 1984 |

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
1991.

99




